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P U T U S A N 

Nomor 124/Pdt.G/2025/PN Skt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

(1.1) Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:  

 

YOHANES KURNIAWAN,  tempat tanggal lahir, Surakarta, 31 Juli 

1981 pekerjaan: belum/tidak bekerja, berkedudukan di  Jalan Blag 

Bligan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pajang, 

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, email 

yohaneskur81@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 

Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom, CMD dan kawan-kawan, 

Advokat yang   beralamat di Subur Jaya Lawfirm, Ruko A7 Apartment 

Candiland, Jalan Diponegoro 24B, Tegalsari, Candisari, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50614 berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal  9 Mei 2025, sebagai Penggugat. 

L a w a n: 

1. YUANA MARKUS BAMBANG, bertempat tinggal di Jl. Blag Bligan, 

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pajang, Kecamatan 

Laweyan, Kota Surakarta, email yuanamb@gmail.com, sebagai  

Tergugat;  

2. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH 

SURAKARTA, berkedudukan di  Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 

Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Zaky Baswendra Wibhawa, S.H., dan Muhammad Arif 

Fauzi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/KP.01.00/390 

tanggal 25 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor 8/KP.11.00/1901/2025, 

tanggal 25 Juni 2025, email hukumhamsolo@gmail.com, sebagai  Turut 

Tergugat I; 

3. PT. TOYOTA ASTRA MOTOR, berkedudukan di Jalan Gaya Motor 

Selatan Nomor 5, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI 
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Jakarta, Telp. 1600315 (Hotline), dalam hal ini memberikan kuasa 

khusus kepada Azis Purnayudha, S.H. Advokat pada Kantor Hukum 

Dedy Kurniadi & Co Lawyers, beralamat di Wisma Bumiputera, 10th floor 

Suite 1005 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Setiabudi, Jakarta Selatan, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025, email 

corporate.legal1@toyota.astra.co.id, sebagai Tutut Tergugat II;  

4. JONATHAN, beralamat di Kelapa Hibrida Utara X GB 6/29, RT 004, RW 

004, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten 

Tangerang, sebagai  Turut Tergugat III; 

5. LELYANA, beralamat di Blag Bligan RT 002, RW 012, Kelurahan 

Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, email 

yonnalelyana@gmail.com, sebagai Turut Tergugat IV; 

6. ERNA SUSANNA, beralamat di  Serpong M-Town Tower Franklin 1508, 

Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pakulonan 

Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810 sebagai  Turut 

Tergugat V; 

7. ESTER YULIA KURNIAWATY, beralamat di Blag Bligan RT 002, RW 

012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai  

Turut Tergugat VI; 

8. YOHANNA, beralamat di Blag Bligan RT 002, RW 012, Kelurahan 

Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat 

VII;   

 

(1.2)    Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang 

bersangkutan; 

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  

2. TENTANG DUDUK PERKARA 

(2.1)  Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 

2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surakarta pada tanggal 20 Mei 2025 dalam Register Nomor 

124/Pdt.G/2025/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
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1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1972 di Surakarta telah dilangsungkan 

pernikahan tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta 

dengan nomor 000151, tertanggal 16 Maret 1974, antara MARKUS 

BAMBANG dalam hal ini adalah Bapak Kandung dari Para Penggugat 

dan Tergugat dan TURUT TERGUGAT VII dalam hal ini adalah Ibu 

Kandung dari Para Penggugat dan Tergugat atau dalam hal ini TURUT 

TERGUGAT VII; 

2. Bahwa PENGGUGAT I merupakan anak laki-laki dari perkawinan antara 

MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal ini TURUT 

TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor Nas 

512/1981; 

3. Bahwa TURUT TERGUGAT III merupakan anak laki-laki dari perkawinan 

antara MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal ini TURUT 

TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 

Nas.233/1975; 

4. Bahwa TURUT TERGUGAT IV merupakan anak perempuan dari 

perkawinan antara MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal 

ini TURUT TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 

Nomor Nas.18/1977; 

5. Bahwa TURUT TERGUGAT V merupakan anak perempuan dari 

perkawinan antara MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal 

ini TURUT TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 

Nomor Nas.254/1978; 

6. Bahwa ALMARHUMAH NONA ERNI SUSANTI  merupakan anak dari 

perkawinan antara MARKUS BAMBANG dan YOHANA dan telah 

meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 dan semasa hidupnya 

tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak, sebagaimana 

tertuang dalam pernyataan Surat Keterangan Warisan yang 

ditandatagani oleh seluruh ahli waris dan ditandatangani yang 

ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan/Kepala Desa Pajang dengan 

Nomor 3943/35/XI/2018,tertanggal 15 November 2018, dan 
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ditandatangani oleh Pejabat Kecamatan Laweyan dengan Nomor Surat 

594.3/292/XI/2018, tertanggal 26 November 2018; 

7. Bahwa TURUT TERGUGAT VI  merupakan anak perempuan dari 

perkawinan antara MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal 

ini TURUT TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 

Nomor Nas.215/1428/1988; 

8. Bahwa TERGUGAT merupakan anak laki-laki dari perkawinan antara 

MARKUS BAMBANG dan YOHANA atau dalam hal ini TURUT 

TERGUGAT VII, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 

Nas.675/1981; 

9. Bahwa MARKUS BAMBANG (Mendiang) semasa hidupnya memiliki 

Tanah yang terletak di Jl.Lempuyang, RT.02, RW.012, Provinsi Jawa 

Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Desa/Kelurahan 

Pajang seluas 523 m2 (lima ratus meter persegi) dengan Nomor 

Sertifikat Hak Milik No. 2032/Kelurahan Pajang, Gambar Situasi/Surat 

Ukur Nomor 2023/1987，Nama Pemilik Bambang Markus (Mendiang) 

atau dalam hal ini Bapak dari Penggugat, hal mana Tanah tersebut 

memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) 33.72.010.001.004.0002.0，  

10. Bahwa MARKUS BAMBANG (Mendiang) sekira-kiranya sejak tahun 

1987 semasa hidupnya hingga saat Gugatan ini dibuat memiliki Gereja 

yang tidak berubah denah, fungsi, konstruksi maupun arsitektur 

bangunan semula yang telah diizinkan sejak dibuatnya pertama kali yang 

terletak di Jl.JAHE I, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, seluas 

1065m2 (seribu enam puluh lima meter persegi) dengan Nomor Sertifikat 

Hak Milik 11020101100206/Kelurahan Pajang dengan Nama Pemegang 

Hak MARKUS BAMBANG SUAMI YOHANA, Surat Ukur Nomor 

2232/Pajang/2008, semula SU/GS No.902 tertanggal 05-07-1978 Hak 

Milik No.206 dengan batas-batas Pagar Tembok semula Tanah Persil 

A.Z.Nomor 206 telah diajukan Permohonan Ijin Membuat Bangunan 

untuk Penggunaan Membuat Gereja tertanggal 10-12-1987 

No.P.342/IV-82/B/87 yang diajukan oleh Tuan MARKUS BAMBANG 

(Mendiang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 
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Hal mana Surat Idjin Membuat Bangunan Tahun 1987, Tertanggal 16 

September 1988, Nomor Surat Ijin Membuat Bangunan No. 593/87; 

11. Bahwa Gereja yang terletak di Jl.JAHE I, Kelurahan Pajang, Kecamatan 

Laweyan, seluas 1065m2 (seribu enam puluh lima meter persegi) 

dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 11020101100206/Kelurahan Pajang 

dengan Nama Pemegang Hak MARKUS BAMBANG yakni bernama 

GEREJA PELAYANAN PENYEMBAHAN KARISMATIK BUNGA 

BAKUNG, dengan Nomor SK. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama 

RI Nomor: DJ.III/IIK.00.5/712/2012, Hal mana TERGUGAT merupakan 

Pastor/Pendeta di dalam Gereja a Quo tersebut; 

12. Bahwa Tuan MARKUS BAMBANG (Mendiang) telah meninggal dunia 

pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta 

Kematian Nomor 3372-KM-26082016-0010, tertanggal 31 Agustus 2016 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota 

Surakarta; 

13. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT III, TURUT 

TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, ALMARHUMAH NONA ERNI 

SUSANTI, TURUT TERGUGAT VI adalah ahli waris dari Bapak 

MARKUS BAMBANG (mendiang), sebagaimana tertuang dalam Surat 

Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan/Kepala 

Desa Pajang dengan Nomor 3943/35/XI/2018, tertanggal 15 November 

2018, dan ditandatangani oleh Pejabat Kecamatan Laweyan dengan 

Nomor Surat 594.3/292/XI/2018, tertanggal 26 November 2018； 

14. Bahwa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) berdasarkan Pasal 1 angka 37 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

15. Bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB P-2) diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 (1) Objek Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

16. Bahwa pada hakikatnya, kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, hal mana Subjek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) diatur 

dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ayat (1) dan ayat 

(2)：  

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

17. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.JAHE I, Kelurahan 

Pajang, Kecamatan Laweyan, seluas 1065m2 (seribu enam puluh lima 

meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 

11020101100206/Kelurahan Pajang dengan Nama Pemegang Hak 

MARKUS BAMBANG SUAMI YOHANA, Surat Ukur Nomor 

2232/Pajang/2008, semula SU/GS No.902 tertanggal 05-07-1978 Hak 

Milik No.206 dengan batas-batas Pagar Tembok semula Tanah Persil 

A.Z.Nomor 206 telah diajukan Permohonan Ijin Membuat Bangunan 

untuk Penggunaan Membuat Gereja tertanggal 10-12-1987 

No.P.342/IV-82/B/87 yang diajukan oleh Tuan MARKUS BAMBANG 

(Mendiang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 

Hal mana Surat Idjin Membuat Bangunan Tahun 1987, Tertanggal 16 

September 1988, Nomor Surat Ijin Membuat Bangunan No. 593/87 

merupakan Tanah dan Bangunan Gereja, hal mana tanah dan bangunan 
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a quo tersebut merupakan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 : 

(3.) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 

b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

18. Bahwa TURUT TERGUGAT I berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta Nomor: AT.18.01/200/2022 

tertanggal 31 Oktober 2022 menetapkan Mendiang Markus Bambang 

alias Bambang Markus sebagai Pemenang Undian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahap II Tahun 2022 dengan 

objek hadiah berupa 1 (satu) unit mobil; 

19. Bahwa mengutip keterangan dari situs Bapenda Surakarta 

https://bapenda.surakarta.go.id/undian-pbb-p2-tahap-2-tahun-2022/ : 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta menggelar Undian 

Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Tahap II Tahun 2022, di rumah dinas wali kota Loji Gandrung, Minggu 

(30/10). Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, 

terhadap para wajib pajak (WP) yang tertib membayar PBB-P2. 

Sehingga mendongkrak realisasi hingga 92 persen. 

20. Bahwa adapun pemenang Undian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB P-2) Tahap-II 2022 berdasarkan data yang dikutip 

dari https://bapenda.surakarta.go.id/undian-pbb-p2-tahap-2-tahun-2022/ 

adalah sebagai berikut:  

No. NOP NAMA ALAMAT HADIAH 

1. 33.72.010.
001.004.0
002.0 

Bambang 
Markus 

Jl.Lempuyang RT.002 
RW.12, Kelurahan Pajang, 
Kecamatan Laweyan 

Mobil 

2. 33.72.050.
008.014.0

Hj. Kamisko Jl.Munggung RT.001 RW.03, 
Kelurahan Gilingan, 

Motor 
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186.0 Kecamatan Banjarsari 

3. 33.72.040.
011.026.0
503.0 

Tjahjo Nugroho Kp.Sabrang Lor RT.002 
RW.06, Kelurahan 
Mojosongo, Kecamatan  
Jebres 

Motor 

4. 33.72.010.
009.008.0
069.0 

Riyanto Kerten RT.004 RW.002, 
Kelurahan Kerten, 
Kecamatan Laweyan 

Motor 

5. 33.72.030.
010.003.0
051.0 

T.Susilo 
Handoko 

Jl.Nyi Ageng Serang Gang III 
52 RT.002 RW.03, Kelurahan 
Mojo, Kecamatan Pasar 
Kliwon 

Motor 

6. 33.72.020.
002.002.0
235.0 

Joko Priyadi Jl.Tejosari RT.007 RW.003, 
Kelurahan Danukusuman, 
Kecamatan Serengan 

Motor 

7. 33.72.050.
012.009.0
078.0 

Tumin Jl.Kalingga Utara, RT.005, 
RW.05, Kelurahan Kadipiro, 
Kecamatan Banjarsari 

Lemari 
Es 

8. 33.72.040.
011.013.0
808.0 

Siti Untari, Dra Gg.Sindoro V No.9 RT.003 
RW.32, Kelurahan 
Mojosongo, Kecamatan  
Jebres 

Lemari 
Es 

9. 33.72.010.
009.001.0
069.0 

Siti Nuroni, Ny Jl.Adi Sucipto RT.002 RW.08, 
Kelurahan Kerten, 
Kecamatan Laweyan 

Lemari 
Es 

10 33.72.030.
001.003.0
314.0 

Mohamad 
Basyiro 

Harjodipuran RT.006, RW.05, 
Kelurahan Joyosuran, 
Kecamatan Pasar Kliwon 

Lemari 
Es 

11 33.72.020.
006.001.0
031.0 

Suharjo, Drs Jl.Kalilarangan RT.001 
RW.01, Kelurahan Jayengan, 
Kecamatan Serengan 

Lemari 
Es 

12 33.72.050.
011.009.0
120.0 

Rumanus 
Subagio 

Jl.Demak Bintoro II RT.003 
RW.10, Kelurahan Nusukan, 
Kecamatan Banjarsari 

LED TV 

13 33.72.040.
008.006.0
147.0 

Herry Purnomo 
Mulyanto 

Jl.Mertolulutan 16A RT.003, 
RW.04, Kelurahan 
Purwodiningratan, 
Kecamatan Jebres 

LED TV 

14 33.72.010.
004.008.0
104.0 

Ny.S Wiryo 
Dihardjo 

Jl.Sri Narendro VI RT.003 
RW.02, Kelurahan Panularan, 
Kecamatan Laweyan 

LED TV 
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14 33.72.030.
004.004.0
208.0 

Singgih Wijaya Jl.Veteran 84 RT.001,RW.04, 
Kelurahan Gajahan, 
Kecamatan Pasar Kliwon 

LED TV 

15 33.72.020.
003.004.0
091.0 

Heru Sulardi Jl.Yudistiro RT.003, RW.003, 
Kelurahan Serengan, 
Kecamatan Serengan 

LEDTV 

16 33.72.050.
013.002.0
473.0 

Wartimah Jl.Banyuanyar Utara RT.004 
RW.07, Kelurahan 
Banyuanyar, Kecamatan 
Banjarsari 

Mesin 
Cuci 

17 33.72.040.
010.012.0
336.0 

Dapit Saputra Jl.Kartika III RT.007 RW.019, 
Kelurahan Jebres, 
Kecamatan Jebres 

Mesin 
Cuci 

18 33.72.010.
001.015.0
041.0 

Simin Jl.Sidodadi RT.003, RW.01, 
Kelurahan Pajang, 
Kecamatan Laweyan 

Mesin 
Cuci 

19 33.72.020.
006.003.0
054.0 

Mulyo 

Sugiarto（Cab

) 

Jl.Rajiman 105 RT.003 
RW.07, Kelurahan Jayengan, 
Kecamatan Serengan 

Mesin 
Cuci 

 

21. Bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak dilibatkan oleh 

TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, hal mana pada pada 

tanggal 09 November 2022, TERGUGAT membuat Surat Pernyataan di 

atas materai, hal mana TERGUGAT hanya menyebutkan bahwa 

TERGUGAT adalah anak kandung dari Bapak Bambang Markus dengan 

Nomor Objek Pajak (NOP) 33.72.010.001.004.0002.0 untuk digunakan 

sebagai kelengkapan Pemenang Undian PBB P-2 Tahap II Tahun 2022, 

tanpa melibatkan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari 

MARKUS BAMBANG alias BAMBANG MARKUS; 

22. Bahwa tertanggal 01 Desember 2022 telah terbit Faktur Kendaraan 

Bermotor dengan Nomor LEF/00176/AB1B/2022 dengan Nama Identitas 

Pemilik adalah YUANA MARKUS BAMBANG dalam hal ini adalah 

TERGUGAT, Faktur Kendaraan Bermotor Tersebut digunakan sebagai 

Persyaratan Permohonan BPKB, dengan rincian kendaraan Merk 

Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 
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MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, hal mana Faktur 

Kendaraan Bermotor tersebut dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II； 

23. Bahwa tindakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT 

TERGUGAT II. Dengan tanpa melibatkan PENGGUGAT sebagai ahli 

waris dalam setiap tindakan hukum yang dilaksanakan, patut dinyatakan 

Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum, sebab bertentangan dengan 

ketentuan : 

a.) Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata，bahwa : “Ahli waris, demi hukum, 

memperoleh hak milik atas segala barang, semua hak, dan semua 

piutang orang yang meninggal.” 

b.) Pasal 1066 KUH Perdata, bahwa : “Tiada seorang pun yang 

mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima 

harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan 

harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada 

ketentuan yang bertentangan dengan itu.” 

c.) Pasal 874 KUH Perdata, bahwa: “Segala harta peninggalan seorang 

yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya 

menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat 

tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.” 

24. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang 

mengabaikan dan merugikan hak-hak PENGGUGAT sebagai ahli 

waris, serta bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum 

waris yang berlaku; 

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; 

26. Bahwa oleh karena itu, tindakan TERGUGAT adalah merupakan 

perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian secara materil 

dan immateril bagi PENGGUGAT. 

27. Bahwa harta /boedel warisan dari Mendiang Bapak Markus Bambang 

yang dimaksud dalam Gugatan ini adalah:  
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1.  Kendaraan Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan 

nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, 

sebagai hadiah undian BAPENDA Surakarta atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang menggunakan 

NOP Tanah dan Bangunan a quo yang  yang terletak di 

Jl.Lempuyang, RT.02, RW.012, Provinsi Jawa Tengah, Kotamadya 

Surakarta, Kecamatan Laweyan, Desa/Kelurahan Pajang seluas 523 

m2 (lima ratus meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 

2032/Kelurahan Pajang, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 

2023/1987，Nama Pemilik Bambang Markus (Mendiang) atau dalam 

hal ini Bapak dari Penggugat, hal mana Tanah tersebut memiliki 

Nomor Objek Pajak (NOP) 33.72.010.001.004.0002.0 

2.  Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.JAHE I, Kelurahan Pajang, 

Kecamatan Laweyan, seluas 1065m2 (seribu enam puluh lima meter 

persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 

11020101100206/Kelurahan Pajang dengan Nama Pemegang Hak 

MARKUS BAMBANG SUAMI YOHANA, Surat Ukur Nomor 

2232/Pajang/2008, semula SU/GS No.902 tertanggal 05-07-1978 

Hak Milik No.206 dengan batas-batas Pagar Tembok semula Tanah 

Persil A.Z.Nomor 206 telah diajukan Permohonan Ijin Membuat 

Bangunan untuk Penggunaan Membuat Gereja tertanggal 10-12-

1987 No.P.342/IV-82/B/87 yang diajukan oleh Tuan MARKUS 

BAMBANG (Mendiang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta, Hal mana Surat Idjin Membuat Bangunan 

Tahun 1987, Tertanggal 16 September 1988, Nomor Surat Ijin 

Membuat Bangunan No. 593/87 peninggalan Bapak MARKUS 

BAMBANG; 

Kiranya dapatlah dipandang sebagai harta warisan/Boedel dan Bagian 

Mutlak (Legitime Portie) untuk anak-anaknya dan/atau ahli warisnya, hal 

mana berdasarkan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yakni prinsip Legitime Portie pasal 913 KUHPerdata 

berbunyi:  
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Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang- undang ialah 

bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris 

dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang 

yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai 

hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat; 

28. Bahwa sistem waris Barat (KUHPerdata), PENGGUGAT, TERGUGAT, 

TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, 

ALMARHUMAH NONA ERNI SUANTI, TURUT TERGUGAT VI  

merupakan para ahli waris yang memiliki bagian yang sama besar antara 

anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata. dan harta peninggalan yang menjadi 

hak bagi para ahli waris tersebut ada “bagian mutlak” atau dikenal 

dengan istilah Legitieme Portie (bagian mutlak) untuk ahli waris dalam 

garis ke bawah diatur dalam pasal 914 KUHPerdata :  

­ Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke 

bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta 

peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan 

karena kematian “; 

­ Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme 

portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang 

sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian; 

­ Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak 

atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa 

yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena 

kematian; 

­ Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan 

mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung 

sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan 

pewaris; 

29. Bahwa sejak TERGUGAT mendapatkan undian hadiah dari TURUT 

TERGUGAT I, telah terjadi perselisihan yang menyebabkan TERGUGAT 

pindah ke Gereja peninggalan Bapak PENGGUGAT, serta adanya 



Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PN Skt 

 

larangan terhadap PENGGUGAT untuk melakukan pelayanan pada 

Gereja a quo. Oleh karena hal demikian, maka dikhawatirkan 

TERGUGAT akan dapat berpotensi melaksanakan tindakan hukum 

terkait dengan segala Harta Peninggalan Bapak dari PENGGUGAT serta 

segala harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada atas 

apa yang dihasilkan dari segala Harta Peninggalan a quo tersebut, tanpa 

persetujuan semua ahli waris, maka oleh sebab itu, segala perbuatan 

hukum yang dilakukan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT III, TURUT 

TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, ALMARHUMAH NONA ERNI 

SUSANTI, TURUT TERGUGAT VI tanpa persetujuan semua ahli waris 

patut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM; 

30. Bahwa TERGUGAT sebagai salah satu ahli waris dan sebagai Kakak 

Tertua dalam keluarga kiranya dapat memahami dan bersikap bijak 

terhadap adik-adiknya, sehingga dapat dikutip dalam Filipi 2:3-4 – 

“Janganlah kamu berbuat sesuatu dengan motif kepentingan diri sendiri 

atau kesombongan kosong, tetapi dengan rendah hati anggaplah orang 

lain lebih utama dari dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya 

memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang 

lain.” 

31. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT 

lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, mohon kepada 

Pengadilan Negeri Surakarta, menghukum Tergugat dan Para Turut 

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 

1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan 

melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan 

Hukum Tetap ; 

32. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan 

didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan 

kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan ini dapat 

dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini 

dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi 

(Uitvoerbaar Bij Voorrad); 
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Surakarta 

berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum pada 

tanggal 09 November 2022, TERGUGAT membuat Surat Pernyataan di 

atas materai, hal mana TERGUGAT hanya menyebutkan bahwa 

TERGUGAT adalah anak kandung dari Bapak Bambang Markus dengan 

Nomor Objek Pajak (NOP) 33.72.010.001.004.0002.0 untuk digunakan 

sebagai kelengkapan Pemenang Undian PBB P-2 Tahap II Tahun 2022, 

tanpa melibatkan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari 

MARKUS BAMBANG alias BAMBANG MARKUS, maka pembuatan 

Surat Pernyataan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah 

merupakan Perbuatan Melawan Hukum;  

3. Menyatakan Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh 

TERGUGAT pada tanggal 09 November 2022 untuk digunakan sebagai 

kelengkapan Pemenang Undian PBB P-2 Tahap II Tahun 2022 adalah 

CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM; 

4. Menyatakan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 01 Desember 2022 dengan Nama 

Identitas Pemilik adalah YUANA MARKUS BAMBANG dalam hal ini 

adalah TERGUGAT berdasar CACAT HUKUM dan BATAL DEMI 

HUKUM; 

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT 

Kendaraan Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan 

nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, 

sebagai hadiah undian BAPENDA Surakarta atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk dibagi 

sebagaimana ketentuan Undang-Undang; 

6. Menghukum TERGUGAT untuk tidak menguasai Gereja yang berdiri di 

atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.JAHE I, Kelurahan Pajang, 

Kecamatan Laweyan, seluas 1065m2 (seribu enam puluh lima meter 

persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 11020101100206/Kelurahan 



Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PN Skt 

 

Pajang dengan Nama Pemegang Hak MARKUS BAMBANG SUAMI 

YOHANA, Surat Ukur Nomor 2232/Pajang/2008, semula SU/GS No.902 

tertanggal 05-07-1978 Hak Milik No.206 dengan batas-batas Pagar 

Tembok semula Tanah Persil A.Z.Nomor 206 yang telah diajukan 

Permohonan Ijin Membuat Bangunan untuk Penggunaan Membuat 

Gereja tertanggal 10-12-1987 No.P.342/IV-82/B/87 yang diajukan oleh 

Tuan MARKUS BAMBANG (Mendiang) kepada Pemerintah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surakarta, Hal mana Surat Idjin Membuat Bangunan 

Tahun 1987, Tertanggal 16 September 1988, Nomor Surat Ijin Membuat 

Bangunan No. 593/87 peninggalan Bapak MARKUS BAMBANG untuk 

kemudian dapat dibagi sebagaimana Ketentuan Undang-Undang; 

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak mentaati 

isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang paksa / 

Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per/ 

keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah 

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; 

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu 

walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad); 

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini. 

ATAU :   

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya. 

(2.2) Menimbang bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 

Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya sebatas mengenai alamat 

dari Turut Tergugat V yaitu menjadi Serpong M-Town Power Franklin 1508 

Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pakulonan Barat, 

Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810; 

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri, Turut Tergugat I hadir 

kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III tidak hadir ke 

persidangan, Turut Tergugat IV pernah hadir ke persidangan sebanyak 2 
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(dua) kali, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak 

hadir ke persidangan; 

(2.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim  telah mengupayakan perdamaian di 

antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dengan menunjuk Mahaputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan 

Negeri Surakarta, sebagai Mediator; 

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2025, 

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;  

(2.6) Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Turut Tergugat VI atas nama 

Ester Yulia Kurniawaty telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat untuk 

mewakili Turut Tergugat VI yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Insidentil 

Nomor 03/Pen.Pdt/2025/PN Skt tanggal 14 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan 

Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus; 

(2.7) Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Turut Tergugat VII atas 

nama Yohanna telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat untuk 

mewakili Turut Tergugat VII yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Insidentil 

Nomor 4/Pen.Pdt/2025/PN Skt tanggal 14 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan 

Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus; 

(2.8) Menimbang bahwa dalam proses persidangan Penggugat telah 

mencabut surat kuasanya dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;  

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut 

Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan tetap 

melakukan persidangannya secara elektronik; 

(2.10) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan 

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan  oleh 

Penggugat;  

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 

I. EKSEPSI 

1. Bahwa segala hak untuk menuntut barang tidak bergerak hapus 

karena daluwarsa setelah lewat waktu tiga puluh (30) tahun, 
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berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang 

bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya 

waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya 

lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan 

terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan 

pada itikad buruk.” 

1.1. Bahwa tanah dan bangunan gereja dengan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 206 Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan 

Laweyan, kelurahan Pajang, atas nama Markus Bambang 

suami Yohana, berdasarkan Surat Ukur tanggal 24-06-2008 

nomor 2232/Pajang/2008 seluas 1,065 m2; semula seluas 

1,080 m2 berdasarkan SU/GS nomor 902 tanggal 05-07-1976, 

yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.81 / …… / 1987 

tanggal 10 Maret 1987 yang dibuat oleh Ruth Karliena, S.H., 

PPAT Kodya Surakarta; yang menjadi objek perkara telah 

dikuasai secara nyata, damai, terbuka, dan berkesinambungan 

oleh jemaat gereja sebagai tempat ibadah sejak pembelian 

tanah tahun 1987 dan dilanjutkan dengan mendirikan gedung 

gereja dengan izin legalitas Surat Idzin Membuat Bangunan 

Nomor 593/87 tanggal 16 September 1988. 

1.2. Bahwa penguasaan tersebut terhitung sudah 37 tahun lebih 

oleh jemaat gereja secara kolektif bersama-sama di bawah 

kepemimpinan Pendeta Markus Bambang sejak pembelian 

tanah di tahun 1987 hingga saat ini tahun 2025 kepemimpinan 

gereja dilanjutkan secara sah oleh Tergugat sebagai Pendeta 

dan Gembala Jemaat di Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik Bunga Bakung, Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 

002 RW 013 kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota 

Surakarta. 
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1.3. Bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1967 KUH 

Perdata, hak Penggugat untuk menuntut atau menggugat atas 

tanah a quo telah hapus karena lewat waktu (daluwarsa). 

1.4. Maka terhadap gugatan a quo, sudah seharusnya ditolak untuk 

seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak. Bahwa jemaat yang diwakili 

oleh Majelis Jemaat / Pengurus Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik Bunga Bakung Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 

013, kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota Surakarta, adalah 

pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam penguasaan dan 

penggunaan tanah dan bangunan gereja a quo.  

II. DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak / menyangkal atas dalil-

dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat 

gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh 

Tergugat dalam jawabannya. 

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan 

pada posita ke-21, ke-23, ke-24, ke-26, dan ke-27.1 yang pada 

pokoknya mendalilkan bahwa “kendaraan merk Toyota, type 

W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor rangka 

MHFAB1BY4N0044540, nomor mesin 2NRX952820, sebagai hadiah 

undian BAPENDA Surakarta atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk NOP 

33.72.010.001.004.0002.0 dengan subjek pajak Bambang Markus, 

kiranya dapat dipandang sebagai harta warisan/Boedel dan Bagian 

Mutlak (Legitime Portie) untuk anak-anaknya dan/atau ahli warisnya,” 

- mohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

Agar menjadi jelas, maka Tergugat akan memaparkan alasan dan 

kronologisnya sebagai berikut: 

2.1. Bahwa sejak tahun 2005 hingga 2022, Tergugat tinggal dalam 

satu pekarangan dengan almarhum Pendeta Markus Bambang 
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(wafat pada 8 Agustus 2016), Turut Tergugat VII (ibu kandung), 

Turut Tergugat VI (adik kandung), dan Penggugat (adik 

kandung), di atas tanah seluas 523 m2 dengan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 2032 / 1987 atas nama Markus Bambang di Blag 

Bligan RT 002 RW 012 kelurahan Pajang, kecamatan 

Laweyan, Surakarta. Sedangkan Turut Tergugat III (adik 

kandung), Turut Tergugat IV (adik kandung), dan Turut 

Tergugat V (adik kandung), berdomisili di tempat / kota lain. 

2.2. Bahwa Pendeta Markus Bambang meninggal dunia di 

Surakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan 

Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3372-KM-

26082016-0010, yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Agustus 2016. 

2.3. Bahwa semenjak Pendeta Markus Bambang sakit keras 

(akhirnya wafat tahun 2016), Tergugat seorang diri tanpa ada 

kontribusi dari Penggugat, dengan itikad baik membayar semua 

tagihan-tagihan rumah tempat tinggal kami, yaitu tagihan listrik 

PLN (ada dua kotak meteran listrik) setiap bulan, tagihan air 

PDAM setiap bulan, tagihan TELKOM setiap bulan, dan juga 

tagihan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun, termasuk 

biaya-biaya perawatan rumah tinggal kami sehari-hari, mulai 

tahun 2016 hingga 2022. 

2.4. Bahwa hanya Tergugat seorang diri secara konsisten 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak di Jl. 

Lempuyang RT 002 RW 12 kelurahan Pajang, kecamatan 

Laweyan, Surakarta atas nama wajib pajak Bambang Markus 

NOP 33.72.010.001.004 - 0002.0, berturut-turut pada tahun 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, tanpa 

kontribusi apapun dari Penggugat. 

2.5. Bahwa Tergugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Tahun 2022 atas objek pajak di Jl. Lempuyang RT 002 RW 12 

kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, Surakarta atas nama 
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wajib pajak Bambang Markus NOP 33.72.010.001.004 - 0002.0 

sebesar Rp 748.170,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu 

seratus tujuh puluh rupiah), yang dilakukan melalui transaksi di 

ATM BCA  sebesar Rp 750.670,- (termasuk biaya transfer Rp 

2.500,-) dari rekening BCA 015-2487-051 atas nama Yuana 

Markus Bambang pada tanggal 13 Juli 2022. 

2.6. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kota Surakarta Nomor AT.18.01/200/2022 tentang 

Pemenang Undian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB P-2) Tahap II Tahun 2022, Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta,  

“Menimbang :  

a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan reward 

Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan 

kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) dalam bentuk undian 

berhadiah PBBTahap II tahun 2022 yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta tentang Pemenang 

Undian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

9PBB P-2) Tahap II Tahun 2022.” 

2.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan penyelenggara undian Pajak 

Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saat itu, peserta undian 

adalah orang atau badan yang secara sah telah melakukan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Tahun 2022, dan selanjutnya memenuhi persyaratan 

administrasi jika beruntung memenangkan hadiah undian dan 

ditetapkan sebagai pemenang undian. Bahwa tidak semua 

semua objek pajak atau pun wajib pajak dapat serta-merta 

menjadi peserta undian PBB P-2. Bahwa peserta undian 
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adalah orang/badan yang telah melakukan kewajiban wajib 

pajak, yaitu pembayar pajak atas objek pajak. Bahwa HAK 

untuk mengikuti undian yang diselenggarakan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah diberikan kepada 

pihak yang telah menunaikan KEWAJIBAN membayar Pajak 

Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2022. 

2.8. Bahwa karena undian dilaksanakan atas dasar pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka sudah 

jelas dan nyata bahwa hadiah undian adalah hak yang melekat 

kepada orang / badan yang telah terbukti secara sah 

melakukan pembayaran PBB P-2 tersebut. 

2.9. Bahwa undian bersifat untung-untungan dan dilaksanakan 

secara terbuka dan sah tanpa ada rekayasa/pengaturan 

tertentu. Bahwa pelaksanaan undian dihadiri dan disaksikan 

oleh berbagai pihak, Walikota Surakarta, Bapenda Kota 

Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, dan masyarakat luas.  

2.10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, Tergugat 

telah menerima surat resmi dari Bapenda Surakarta tertanggal 

31 Oktober 2022 yang berisi fotocopy Surat Keputusan Kepala 

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Nomor: 

AT.18.01/200/2022 tentang Pemenang Undian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) Tahap II Tahun 

2022. 

2.11. Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 5 November 2022 

Tergugat menerima surat pemberitahuan resmi dari Badan 

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 4 

November 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Tulus 

Widajat, S.E., M.Si., sebagai Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kota Surakarta, ditujukan kepada Wajib Pajak PBB P-2 

NOP.33.72.010.001.004.0002.0 a/n Bambang Markus, dengan 

alamat Jl. Lempuyang RT 02 RW 12 Kel. Pajang, Kec. 

Laweyan, Surakarta perihal Pemberitahuan Pemenang Undian 
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PBB-P2 Tahap II Tahun 2022, yaitu memenangkan hadiah 

undian utama yaitu 1 unit mobil. Bahwa dalam surat tersebut, 

Bapenda Kota Surakarta mengundang pemenang undian untuk 

hadir dan memenuhi persyaratan administrasi pada hari Rabu, 

tanggal 9 November 2022 pk. 09.00 di ruang rapat Lantai II 

BAPENDA Kota Surakarta, Kompleks Balaikota Surakarta Jl. 

Jend. Surdirman No.2 Surakarta. 

2.12. Bahwa Tergugat telah hadir pada waktu yang ditentukan dan 

telah memenuhi semua persyaratan administrasi pengambilan 

hadiah yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

2.12.1. Foto copy SPPT PBB P-2 Tahun 2022 dengan 

menunjukkan aslinya. 

2.12.2. Foto copy pembayaran PBB P-2 Tahun 2022 dengan 

menunjukkan aslinya serta Lunas PBB P-2 10 tahun 

terakhir. 

2.12.3. Membayar pajak hadiah sebesar Rp 269.118.000 x 

25% =        Rp 67.279.500,- 

2.12.4. Foto copy KTP 

2.12.5. Surat Kuasa bermeterai 10.000 (bagi nama di KTP 

yang tidak sama dengan nama Objek Pajak di 

SPPT); yang mana dalam peristiwa ini diganti 

dengan Surat Pernyataan. 

2.13. Bahwa pada acara pertemuan dengan semua pemenang 

hadiah undian PBB P-2 tahun 2022 di lantai II BAPENDA Kota 

Surakarta hari Rabu tanggal 9 November 2022, Tergugat 

memberitahukan dengan sebenarnya kepada petugas 

administrasi yang mengurus kelengkapan persyaratan 

administrasi pengambilan hadiah, bahwa wajib pajak 

sebagaimana tertera di lembar Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) adalah ayah kandung Tergugat yang sudah 
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meninggal dunia, dan bahwa selama ini Tergugat lah yang 

membayar pajak PBB sejak 2016 sampai dengan 2022.  

2.14. Bahwa oleh karena nama di KTP pembayar pajak PBB (yaitu 

KTP Tergugat) tidak sama dengan nama Wajib Pajak yang 

tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), maka 

oleh petugas administrasi yang mengurus kelengkapan 

persyaratan administrasi pengambilan hadiah tersebut, 

Tergugat diberi selembar blanko Surat Pernyataan dan 

diarahkan untuk menuliskan keterangan bahwa Tergugat 

adalah benar-benar anak kandung Bambang Markus, yang 

mana surat pernyataan tersebut bermeterai dan ditandatangani 

oleh Tergugat pada saat itu juga (9 November 2022), dengan 

melampirkan bukti Akta Kelahiran Tergugat. 

2.15. Bahwa oleh BAPENDA Kota Surakarta, Tergugat dinilai telah 

memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta, dan 

semua berkas tersebut diterima dengan baik oleh BAPENDA 

Kota Surakarta; sehingga proses selanjutnya untuk 

pengambilan hadiah dapat dilanjutkan tanpa kendala apapun. 

2.16. Bahwa Tergugat telah menerima Surat Undangan dari 

Bapenda Surakarta Nomor TM.00.07/218/XI/2022 tertanggal 28 

November 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Tulus 

Widajat, S.E., M.Si. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kota Surakarta, untuk menghadiri penyerahan hadiah undian 

PBB-P2 Tahap II Tahun 2022 pada hari Rabu, 30 November 

2022 di Hotel Alila, Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Hadiah 

mobil diserahkan secara simbolis oleh Walikota Surakarta 

Bapak Gibran Rakabuming. Dengan demikian hadiah mobil 

diserahterimakan secara resmi dan sah dari Bapenda Kota 

Surakarta kepada Tergugat. 

2.17. Bahwa hak atas mobil merk Toyota, tipe W101RE-LBVFJ 1.5 Q 

CVT, warna putih metalik, nomor rangka 

MHFAB1BY4N0044540, nomor mesin 2NRX952820, yang 
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tercatat  dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor T-

01094409 atas nama YUANA MARKUS BAMBANG, NIK 

3372012810730003, alamat Blag Bligan RT/RW 002/012 Kel. 

Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang dikeluarkan di 

Surakarta tanggal 15 Desember 2022 adalah melalui itikad baik 

dan proses yang sah dan berkekuatan hukum. 

2.18. Bahwa dengan sangat jelas dan nyata, mobil merk Toyota, tipe 

W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, warna putih metalik, nomor rangka 

MHFAB1BY4N0044540, nomor mesin 2NRX952820 

didapatkan oleh Tergugat sebagai hadiah undian atas 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 yang 

dilakukan secara sah atas obyek pajak dengan NOP 

33.72.010.001.004.0002.0 atas nama wajib pajak Markus 

Bambang. Hadiah undian tersebut BUKAN merupakan bagian 

dari harta peninggalan almarhum Markus Bambang yang 

meninggal dunia pada 8 Agustus 2016. Menurut hukum waris 

perdata, yang diwariskan adalah harta benda, hak, dan 

kewajiban pewaris yang ada pada saat pewaris meninggal 

dunia (Pasal 830 KUH Perdata). Bahwa hadiah undian Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang diperoleh 

pada bulan Oktober 2022 ini adalah hasil dari tindakan hukum 

pribadi Tergugat, yaitu melakukan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan atas objek pajak tersebut, setelah pewaris 

meninggal dunia, dan sama sekali tidak termasuk dalam harta 

peninggalan almarhum. Bahwa pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan tahun 2022 atas objek pajak 

tersebut nyata-nyata terbukti dilakukan sepenuhnya oleh 

Tergugat seorang diri tanpa adanya kontribusi ataupun 

partisipasi dari Penggugat. Hadiah yang dimenangkan adalah 

hasil dari partisipasi Tergugat dalam undian khusus yang terkait 

pembayaran pajak. Dengan demikian, hadiah tersebut tidak 

secara langsung berhubungan dengan status kepemilikan 
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tanah, tetapi lebih terkait dengan kontribusi pembayaran pajak. 

Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk 

meminta bagian dari hadiah undian tersebut.  

2.19. Bahwa Tergugat secara sah telah terbukti melaksanakan 

kewajiban membayar Pajak Hadiah Undian Pembayaran 

Pajak PBB-P2 Tahap II Tahun 2022 sebesar Rp 67.279.500,- 

secara tunai pada tanggal 09 November 2022, tanpa ada 

kontribusi apapun dari Penggugat. 

2.20. Bahwa Tergugat sebagai pemilik mobil yang sah telah melunasi 

kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tahun 

2023 total sebesar Rp 3.561.000,- secara tunai pada tanggal 

20 Desember 2023, dan juga untuk tahun 2024 total sebesar 

Rp 3.475.500,- secara tunai pada tanggal 18 Desember 2024. 

2.21. Bahwa dengan demikian penguasaan hak oleh Tergugat atas 

hadiah undian pembayaran PBB P-2 Kota Surakarta berupa 

mobil tersebut SAH menurut hukum. 

2.22. Bahwa permintaan bagian atas hadiah undian oleh Penggugat 

yang tidak turut serta membayar PBB bertentangan dengan 

asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa perbuatan Penggugat 

tersebut merupakan bentuk tuntutan yang tidak berdasar 

hukum dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim. 

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan 

pada posita posita ke-27.2., yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

“tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jahe I, kelurahan Pajang, 

kecamatan Laweyan, seluas 1065 m2 (seribu enam puluh lima meter 

persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 

11020101100206/Kelurahan Pajang dengan Nama Pemegang Hak 

Markus Bambang suami Yohana, Surat Ukur Nomor 

2232/Pajang/2008, semula SU/GS No.902 tertanggal 05-07-1978 Hak 

Milik No.206 dengan batas-batas Pagar Tembok semua Tanah Persil 
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A.Z. Nomor 206 telah diajukan Permohonan Ijin Membuat Bangunan 

untuk Penggunaan Membuat Gereja tertanggal 10-12-1987 

No.P.342/IV-82/B/87 yang diajukan oleh Tuan Markus Bambang 

(mendiang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta, hal mana Surat Idjin Membuat Bangunan Tahun 1987, 

tertanggal 16 September 1988, Nomor Surat Ijin Membuat Bangunan 

No. 593/87 peninggalan Bapak Markus Bambang dapat dipandang 

sebagai harta warisan/Boedel dan Bagian Mutlak (Legitime Portie) 

untuk anak-anaknya dan/atau ahli warisnya” mohon ditolak atau 

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan 

sebagai berikut: 

3.1. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 206 Propinsi 

Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Laweyan, kelurahan 

Pajang, atas nama Markus Bambang suami Yohana, 

berdasarkan Surat Ukur tanggal 24-06-2008 nomor 

2232/Pajang/2008 seluas 1,065 m2; semula seluas 1,080 m2 

berdasarkan SU/GS nomor 902 tanggal 05-07-1976 adalah 

dibeli secara kolektif bersama-sama dengan Jemaat Gereja 

pada tahun 1987 dan didaftarkan atas nama Markus Bambang 

suami Yohana, sebagai pendeta pemimpin jemaat pada saat itu 

karena keperluan administrasi (sertifikat tidak bisa atas nama 

gereja pada waktu itu), bukan untuk kepentingan pribadi 

almarhum. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesaksian jemaat. 

3.2. Bahwa tanah telah diperuntukkan untuk Rumah Ibadah sejak 

tahun 1987 (seketika setelah dibeli). Bahwa setelah proses jual 

beli selesai, langsung dilanjutkan dengan mendirikan bangunan 

gedung gereja dengan izin legalitas Surat Idzin Membuat 

Bangunan Nomor 593/87 tanggal 16 September 1988. Bahwa 

di atas tanah tersebut didirikan bangunan gereja yang 

digunakan secara sah, terbuka, dan terus-menerus sebagai 

tempat ibadah hingga saat ini tanpa ada gangguan dari pihak 

manapun. Oleh karena itu, secara fungsional dan sosial, tanah 
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tersebut adalah tanah milik gereja yang tidak termasuk 

dalam harta warisan pribadi Markus Bambang suami 

Yohana. 

3.3. Bahwa jemaat gereja secara kolektif di bawah kepemimpinan 

Pendeta Markus Bambang menguasai tanah dan bangunan di 

Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan 

Pajang, kecamatan Laweyan, kota Surakarta sebagai tempat 

ibadah tersebut terhitung sudah 37 tahun lebih sejak pembelian 

tanah di tahun 1987 dan kemudian dilanjutkan di bawah 

kepemimpinan Tergugat hingga masih berlangsung saat ini. 

3.4. Bahwa Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik adalah 

sinode yang berkedudukan di Jakarta resmi terdaftar dengan 

SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama 

Republik Indonesia Nomor DJ.III / HK.00.5 / 712 / 2012 tanggal 

17 Oktober 2012 yang telah diperbaharui dengan SK Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik 

Indonesia Nomor 285 tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018. 

3.5. Bahwa Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik (GPPK) 

Bunga Bakung, Surakarta, Jawa Tengah telah didaftarkan 

ulang menurut Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja 

Pelayanan Penyembahan Karismatik Nomor 022 Tahun 2023 

tanggal 15 Juni 2023. 

3.6. Bahwa Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga 

Bakung yang terletak di Jalan Jahe No.2 Norowangsan Rt 002 

RW 013 kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota 

Surakarta telah didata sebagai Lembaga Keagamaan Kristen 

yang bersifat Gereja pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Surakarta sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan 

pembinaan iman Kristen, dengan Surat Keterangan Tanda 

Lapor Nomor 09.10/Kk.11.31/7/BA.01.1/11/2022 tanggal 9 

Oktober 2022. 
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3.7. Bahwa Tergugat adalah pendeta resmi dan sah terdaftar di 

kependetaan sinode Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik dengan beslit kependetaan Nomor 

0038/BK/GPPK/IX/2016. 

3.8. Bahwa Tergugat telah ditetapkan sebagai Gembala Jemaat 

menggantikan Pendeta Markus Bambang (almarhum) dengan 

Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Nomor 022/A/SK/PG/MP-

GPPK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang Peneguhan Pdt. 

Yuana Markus Bambang sebagai Gembala Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Bunga Bakung, Surakarta, Jawa 

Tengah. 

3.9. Bahwa sebagai Gembala Jemaat, Tergugat memiliki wewenang 

dan tanggung jawab sah atas keberlangsungan pelayanan dan 

pengelolaan rumah ibadah tersebut. Kedudukan Tergugat 

adalah sebagai pemimpin institusional, pelayan rohani yang 

mengerjakan tanggung jawab atas jemaat dan gedung gereja 

yang digunakan; bukan sebagai ahli waris yang menguasai 

tanah warisan keluarga. 

3.10. Bahwa penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat luas, sesuai dengan Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 

1960, yang berbunyi: “Semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial.” Tanah yang dipakai sebagai rumah ibadah 

umum tidak dapat dianggap sebagai warisan pribadi semata, 

apalagi tanah dan bangunan a quo sudah dipakai untuk 

pelayanan ibadah umum selama lebih dari 30 tahun tanpa 

keberatan dari pihak manapun. 

3.11. Bahwa Pdt. Markus Bambang (almarhum) telah membuat Akta 

Notaris Pinjam Pakai Nomor 09 Tanggal 18 Desember 2012 

di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH., yang mana di 

Pasal 1 menyebutkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai tersebut 

berlaku untuk jangka waktu selama Gereja Pelayanan 
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Penyembahan Karismatik Bunga Bakung masih berdiri. Bahwa 

Akta Pinjam Pakai tersebut membuktikan itikad baik almarhum 

Markus Bambang suami Yohana untuk menjamin dan 

melindungi fungsi peruntukkan tanah dan bangunan di Jalan 

Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan Pajang, 

kecamatan Laweyan, kota Surakarta, sebagai Tempat Ibadah 

yaitu gereja; sekaligus melindungi kepentingan jemaat gereja 

untuk menggunakannya sebagai tempat beribadah dengan 

nyaman. 

4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan 

pada posita posita ke-27.2., yang memperkarakan hanya satu bidang 

tanah dalam dalilnya mengenai harta / boedel warisan, dari yang 

sebenarnya ada tiga bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik 

atas nama Markus Bambang suami Yohana, yaitu:  

(1) SHM Nomor 2032 Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, 

Kecamatan Laweyan, Kelurahan Pajang; yang terletak di Jalan 

Lempuyang No.59 Blag Bligan RT 002 RW 012, kelurahan 

Pajang, kecamatan Laweyan, kota Surakarta.  

(2) SHM Nomor 206 Propinsi JawaTengah, Kota Surakarta, 

Kecamatan Laweyan, Kelurahan Pajang; yang terletak di Jalan 

Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan Pajang, 

kecamatan Laweyan, kota Surakarta.  

(3) SHM Nomor 7977 Propinsi Jawa tengah, Kota Surakarta, 

Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres; yang terletak di Guwosari 

RT 002 RW 027 kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, kota 

Surakarta;  

maka mohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima karena sudah menunjukkan ketidak-konsistenan dan itikad 

yang tidak baik. 

4.1. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan terhadap satu 

bidang tanah dan bangunan gereja dengan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 206 atas nama Markus Bambang suami Yohana, di 
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Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan 

Pajang, kecamatan Laweyan, Surakarta, yang digunakan 

sebagai tempat ibadah oleh jemaat gereja adalah tidak adil, 

tidak proporsional, dan bertentangan dengan asas kesamaan 

hak para ahli waris. Gugatan ini bersifat parsial, padahal masih 

terdapat dua bidang tanah warisan lain yang tidak digugat — 

salah satunya bahkan dikuasai oleh Penggugat sendiri. 

4.2. Bahwa satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 2032 Propinsi Jawa Tengah Kotamadya Surakarta 

Kecamatan Laweyan Kelurahan Pajang, atas nama Markus 

Bambang suami Yohana, dengan alamat di Blag Bligan RT 002 

RW 012, kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota 

Surakarta, saat ini digunakan sebagai rumah tempat tinggal 

oleh Penggugat dan keluarga intinya, oleh Turut Tergugat VI 

dan keluarga intinya, serta oleh Turut Tergugat VII. Tanah dan 

bangunan inilah yang sebenarnya diwasiatkan secara lisan 

oleh almarhum Pendeta Markus Bambang sebagai tanah 

warisan keluarga yang harus dibagi. Pesan almarhum 

Markus Bambang ini sudah diketahui dan dipahami dengan 

sangat baik oleh Turut Tergugat VII (Ibu kandung), Penggugat, 

Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat 

V, dan Turut Tergugat VI.  

4.3. Bahwa pada saat ini Penggugat dan keluarga intinya 

menempati dan menguasai tanah warisan di Blag Bligan RT 

002 RW 012, kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota 

Surakarta, dan menjalankan usaha pembiakan anjing ras 

dengan kondisi yang kumuh dan berbau tajam kotoran anjing, 

yang menyebabkan Turut Tergugat VI dan keluarga intinya 

serta Turut Tergugat VII (Ibu kandung) merasa tidak nyaman 

dan merencanakan untuk pindah tempat tinggal; apalagi saat 

ini Turut Tergugat VI sedang dalam keadaan hamil muda. 
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Praktis, hanya tinggal Penggugat dan keluarga intinya yang 

akan menguasai tanah dan bangunan tersebut. 

4.4. Bahwa dua bidang tanah dan bangunan lainnya, yaitu: 

(1).Tanah dan bangunan gereja dengan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 206 atas nama Markus Bambang suami Yohana, di 

Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan 

Pajang, kecamatan Laweyan, Surakarta, DAN (2).Tanah dan 

bangunan gereja dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7977 atas 

nama Markus Bambang suami Yohana, di Guwosari RT 002 

RW 027, kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Surakarta; 

KEDUANYA dibeli / disumbang secara kolektif oleh jemaat 

dan diperuntukan sebagai tempat ibadah gereja di bawah 

naungan sinode Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik. Karena dua bidang tanah dan bangunan tersebut 

adalah fasilitas sosial keagamaan, maka tidak dikenakan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Bahwa telah 

diwasiatkan secara lisan oleh Pdt. Markus Bambang, bahwa 

dua bidang tanah dan bangunan tersebut TIDAK 

TERMASUK HARTA WARISAN, walaupun keduanya atas 

nama Markus Bambang suami Yohana. Hal ini telah dipahami 

baik oleh Turut Tergugat VII (Ibu kandung), Penggugat, 

Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat 

V, dan Turut Tergugat VI, serta oleh semua jemaat gereja di 

kedua lokasi yang berbeda tersebut.  

4.5. Bahwa kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 

206 atas nama Markus Bambang suami Yohana, di Jalan Jahe 

No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan Pajang, 

kecamatan Laweyan, Surakarta, DAN Sertifikat Hak Milik 

Nomor 7977 atas nama Markus Bambang suami Yohana, di 

Guwosari RT 002 RW 027, kelurahan Jebres, kecamatan 

Jebres, Surakarta, bukan merupakan harta pribadi alm. 

Markus Bambang, melainkan milik gereja/umat yang secara 
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administratif saja terdaftar atas nama almarhum karena 

kebutuhan hukum saat pembelian (sertifikat tidak bisa atas 

nama gereja pada waktu itu). 

4.6. Meski secara formil kedua Sertipikat Hak Milik atas nama 

Markus Bambang suami Yohana, namun secara materiil 

KEDUA bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milik 

jemaat / gereja lokal di dua lokasi berbeda tersebut, karena 

dibeli dari pengumpulan uang jemaat / sumbangan meskipun 

tanpa bukti tertulis, dan bahwa ada saksi-saksi hidup yang 

mengetahui hal ini. 

5. Bahwa sebagai pembanding, Tergugat menyampaikan bahwa 

tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7977 

atas nama Markus Bambang suami Yohana, yang terletak di 

Guwosari RT 002 RW 027, kelurahan Jebres, kecamatan 

Jebres, Surakarta, juga digunakan sebagai rumah ibadah sejak 

tahun 2000. 

5.1. Bahwa setelah 19 tahun tidak mengurus Izin Mendirikan 

Bangunan sebagai Tempat Ibadah, maka pada tahun 

2019 Pendeta Drs. Soekardjo, M.A. sebagai Pendeta 

dan Gembala Jemaat di Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Bunga Bakung cabang 

Guwosari menyampaikan keinginan jemaat untuk 

mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Ibadah, 

sehingga dapat menjalankan peribadatan dengan 

khusuk, tenang dan nyaman.  

5.2. Bahwa untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, salah 

persyaratan yang harus disiapkan adalah Akta Hibah 

atau Akta Pinjam Pakai. Karena pembuatan Akta Hibah 

membutuhkan dana yang sangat besar, maka pilihan 

membuat Akta Pinjam Pakai dirasakan lebih mudah 

untuk dikerjakan.  
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5.3. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan gereja ini dan 

menjamin hak jemaat untuk menggunakan tempat 

ibadah mereka secara terus-menerus, maka semua ahli 

waris Markus Bambang suami Yohana, yaitu Penggugat, 

Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut 

Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, 

menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai dengan Nomor 

201/IX/L/2019 tertanggal 20 September 2019 di hadapan 

Notaris Asih Sari Dewanti, S.H. yang berlaku untuk 

jangka waktu selama Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik Bunga Bakung cabang Guwosari masih 

berdiri. 

5.4. Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi, maka 

jemaat Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik 

Bunga Bakung cabang Guwosari yang dipimpin oleh 

Pendeta Drs. Sukardjo, M.A., di atas tanah dengan 

Sertifikat Hak Milik Nomor 7977 atas nama Markus 

Bambang suami Yohana, yang terletak di Guwosari RT 

002 RW 027, kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, 

Surakarta, memperoleh Izin Mendirikan Bangunan 

Nomor 601 / 0472 / J-10 / IMB / IX / 2020 tanggal SK 14 

September 2020 dengan fungsi bangunan Tempat 

Ibadah. 

5.5. Bahwa gugatan penggugat terhadap tanah dan 

bangunan gereja dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 

atas nama Markus Bambang suami Yohana, di Jalan 

Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 kelurahan 

Pajang, kecamatan Laweyan, Surakarta, secara jelas 

menunjukkan adanya ketidaksinambungan dan ketidak-

konsistenan Penggugat jika dibandingkan dengan 

keterlibatan Penggugat menandatangani Perjanjian 

Pinjam Pakai Nomor 201/IX/L/2019 tertanggal 20 
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September 2019 di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, 

S.H., yang digunakan sebagai dasar mengurus Izin 

Mendirikan Bangunan Tempat Ibadah Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Bunga Bakung cabang 

Guwosari di Guwosari RT 002 RW 027, kelurahan 

Jebres, kecamatan Jebres, Surakarta pada 20 

September 2019. Bahwa tanah dan bangunan yang 

digunakan sebagai rumah ibadah walaupun 

menggunakan Sertipikat Hak Milik atas nama Markus 

Bambang suami Yohana adalah BUKAN HARTA 

WARISAN untuk dibagikan; secara moral dan sosial itu 

adalah milik jemaat yang peruntukannya digunakan 

untuk kepentingan umum yaitu rumah ibadah. 

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan 

pada posita posita ke-29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

“telah terjadi perselisihan yang menyebabkan tergugat pindah ke 

gereja peninggalan bapak penggugat, serta adanya larangan terhadap 

penggugat untuk melakukan pelayanan pada gereja a quo. Oleh 

karena hal demikian, maka dikhawatirkan tergugat akan dapat 

berpotensi melaksanakan tindakan hukum terkait dengan segala harta 

peninggalan bapak dari penggugat serta segala harta benda baik 

bergerak maupun tidak bergerak yang ada atas apa yang dihasilkan 

dari segala harta peninggalan a quo tersebut, tanpa persetujuan 

semua ahli waris,” - mohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan 

tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut: 

6.1. Bahwa Tergugat pindah tempat tinggal dari tanah warisan 

keluarga di Blag Bligan RT 002 RW 012 kelurahan Pajang 

kecamatan Laweyan Surakarta, ke gereja di Jalan Jahe No.2 

Norowangsan RT 02 RW 013 kelurahan Pajang kecamatan 

Laweyan, Surakarta, karena merasa sudah tidak dihargai oleh 

Penggugat, padahal sudah merawat, memelihara, dan 

membayar semua tagihan rumah, bahkan ikut memberikan 
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nafkah untuk Ibu kandung dan adik-adik kandung selama 

kurang lebih 7 tahun sejak 2016 hingga 2022. Hadiah undian 

berupa mobil yang diterima oleh Tergugat adalah pemberian 

dari Tuhan untuk memperlengkapi tugas dan pelayanan 

Tergugat bersama isteri di gereja. Penggugat merasa iri hati 

dan memicu perselisihan dengan Tergugat. Keadaan ini 

menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Tergugat, isteri dan anak 

untuk tinggal dalam satu pekarangan dengan Penggugat di 

tanah warisan keluarga Blag Bligan RT 002 RW 012 kelurahan 

Pajang kecamatan Laweyan Surakarta. 

6.2. Bahwa Tergugat bersama dengan isteri Tergugat, pada sekitar 

akhir bulan Desember 2022, menemui Penggugat dan isterinya 

dengan baik-baik di lantai dua rumah Jalan Lempuyang No.59 

Blag Bligan RT 002 RW 012 kelurahan Pajang kecamatan 

Laweyan Surakarta, dan menyampaikan mengenai rencana 

kepindahan Tergugat sekeluarga ke gereja. Pada saat itu 

Tergugat menyerahkan kelanjutan perawatan dan 

pemeliharaan tanah warisan keluarga di Blag Bligan tersebut 

kepada Penggugat. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat 

melarang Penggugat untuk melakukan pelayanan di gereja; 

itu hanya ilusi Penggugat sendiri. Sebaliknya, dalam pertemuan 

di lantai dua rumah Blag-Bligan tersebut, yang disaksikan oleh 

isteri Penggugat dan isteri Tergugat, Tergugat mempersilakan 

Penggugat tetap melayani sebagai pemain musik drum dan 

berjanji akan memberikan uang persembahan kasih setiap 

bulan atas pelayanan musiknya tersebut. Pada kenyataannya, 

penggugat menolak tawaran tersebut. 

6.3. Bahwa Penggugat atas keputusannya sendiri bertindak 

mengundurkan diri dari gereja, keluar dari grup whatsapp 

gereja, berpamitan kepada jemaat melalui media group 

whatspp gereja, dan tidak lagi hadir dalam ibadah di Gereja 

Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga Bakung Jalan 
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Jahe No.2 Norowangsan, Pajang, Surakarta. Sekurang-

kurangnya ada dua orang pengurus gereja yang mengetahui 

hal ini telah berusaha mendekati dan menasihati Penggugat 

agar tidak keluar dari gereja Bunga Bakung, namun Penggugat 

bersikeras tetap keluar dari gereja dan pindah ke gereja Turut 

Tergugat IV di sebuah hotel di Kerten. Itulah faktanya. 

6.4. Bahwa kekhawatian Penggugat mengenai penguasaan tanah 

dan bangunan gereja sama sekali tidak jelas dan tidak 

beralasan. Bahwa Tergugat sebagai Pendeta dan Gembala 

Jemaat Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga 

Bakung di Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 

kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota Surakarta, 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada jemaat gereja untuk 

menjaga keberlangsungan peruntukan tanah dan bangunan 

sebagai rumah ibadah yang melayani jemaat umum. Tergugat 

menguasai bidang tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, 

tetapi bersama jemaat untuk kepentingan umum (rumah 

ibadah).  

7. Bahwa terhadap dalil gugatan sebagaimana diuraikan oleh penggugat 

dalam posita ke-32, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa 

penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan 

terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi 

(uitvoerbaar bij voorraad)” - mohon ditolak atau setidak-tidaknya 

dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut: 

7.1. Bahwa sesuai doktrin maupun berdasarkan HIR, pemenuhan 

suatu keputusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela 

maupun melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

7.2. Bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai 

seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun 

salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi 

penggugat banding dan kasasi, berarti putusan belum 
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memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena 

itu belum dapat dieksekusi (vide: Putusan MA No. 1043 

K/1971); 

7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan pasal 180 HIR, 

Pasal 191 RBG, Pasal 54 Rv, kewenangan hakim untuk 

menjatuhkan putusan yang berisi dictum memerintahkan 

pelaksanaan lebih dulu putusan, meskipun belum memperoleh 

kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional; 

7.4. Bahwa penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat 

generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat 

yang sangat khusus, yang dalam perkara ini tidak dipenuhi oleh 

penggugat; 

8. Bahwa untuk posita dan petitum selain dan selebihnya, Tergugat tidak 

perlu menanggapi karena selain tidak berdasar hukum, juga tidak 

relevan, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak atau 

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 

Verklaard). 

III. PERMOHONAN 

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard) 

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.  

3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya 

memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

(2.12) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut 

Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa pada tahun 2022,Turut Tergugat I mengadakan undian berhadiah 

bagi NOP yang sudah terbayar. 

2. Bahwa ketika seseorang dinyatakan menang, terdapat persyaratan 

pengambilan hadiah sebagai berikut: 

a. Menunjukkan SPPT asli; 
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b. Menyerahkan FC KTP; 

c. Menyerahkan Bukti Bayar Asli; 

d. Menyerahkan Bukti lunas PBB 10 Tahun; 

e. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengambilan Hadiah jika pengambil 

hadiah bukan wajib pajak; dan 

f. Membayar Pajak Undian. 

3. Bahwa pelaksanaan undian dilakukan oleh Turut Tergugat I pada hari 

Minggu, 30 Oktober 2022 bertempat di CFD City Walk depan Loji 

Gandrung (Rumah Dinas Wali Kota Surakarta) dengan salah satu 

pemenang NOP atas nama Bambang Markus yang memperoleh satu 

unit mobil Toyota Veloz.  

4. Bahwa Turut Tergugat I menetapkan Keputusan tentang Pemenang 

Undian dengan Keputusan Kepala Bapenda Nomor AT.18.01/200/2022 

tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pemenang Undian PBB P-2 tahap II 

Tahun 2022. 

5. Bahwa Turut Tergugat I kemudian menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada pemenang undian PBB termasuk kepada pemilik NOP atas 

nama Bambang Markus yang ternyata telah meninggal dunia pada saat 

itu. 

6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2022  para pemenang 

dikumpulkan oleh Turut Tergugat I untuk diberikan sosialisasi kepada 

pemenang. 

7. Bahwa Tergugat datang ke kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan 

Turut Tergugat I mewakili pemenang atas nama Bambang Markus 

dengan membawa persyaratan yang diperlukan. 

8. Bahwa kemudian Turut Tergugat I melakukan verifikasi berkas dokumen 

persyaratan dengan hasil memenuhi persyaratan dan disarankan untuk 

segera membayar pajak hadiah. 

9. Bahwa kemudian Tergugat membayar pajak undian pada tanggal 09 

November 2022. 

10. Bahwa Tergugat menerima hadiah pada tanggal 30 November 2022 di 

Hotel Alila Surakarta. 
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Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat I mohon 

dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini 

berkenan memutuskan: 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

(2.12) Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban 

sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI  

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK 

MEMENUHI SYARAT FORMIL 

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang menjadi dasar untuk 

mengajukan gugatan a quo adalah tidak sah karena tidak 

menyebutkan objek yang sedang diperkarakan. Hal tersebut terlihat 

jelas pada bagian “khusus” Surat Kuasa Khusus Penggugat yang 

akan Turut Tergugat II kutip sebagai berikut: 

“--------------------------------------------- KHUSUS ---------------------------- 

Untuk dan/atau mewakili kepentingan PEMBERI KUASA 

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan 

Negeri Surakarta sebagai PENGGUGAT melawan …” 

2. Bahwa merujuk pada halaman 54 angka 3 dan angka 4 Buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 

Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Cetakan 2009, jelas 

bahwa suatu surat kuasa harus menyatakan secara jelas subjek dan 

objek nya; 

“3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa 

surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan 

subyek dan obyek yang tertentu pula.” 

3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Acara Perdata tentang Persidangan Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan", Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika pada 

Halaman 15, butir 4 menyatakan sebagai berikut: 
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“…Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat 

yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 

1959 yaitu: 

i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan 

di pengadilan; 

ii. Menyebut kompetensi relatif 

iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan 

iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek 

sengketa yang diperkarakan. 

Seperti yang dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak 

dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.” 

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Surat Kuasa Khusus 

Penggugat yang digunakan untuk mengajukan Gugatan a quo tidak 

sah karena tidak mencantumkan objek yang diperkarakan dalam 

gugatan. Oleh sebab itu, patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan a quo tidak dapat diterima karena Kuasa Hukum Penggugat 

tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo. 

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA 

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG 

PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 9 butir 22 

menyatakan sebagai berikut : 

“Bahwa tertanggal 01 Desember 2022 telah terbit Faktur 

Kendaraan Bermotor dengan Nomor LEF/00176/AB1B/2022 

dengan Nama Identitas Pemilik adalah YUANA MARKUS 

BAMBANG dalam hal ini adalah TERGUGAT. Faktur Kendaraan 

Bermotor Tersebut digunakan sebagai Persyaratan Permohonan 

BPKB, dengan rincian kendaraan Merk Toyota, Type W101RE-

LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, hal mana 

Faktur Kendaraan Bermotor tersebut dikeluarkan oleh TURUT 

TERGUGAT II.” 
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2. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat. Pertama-tama 

perlu Turut Tergugat II sampaikan. Pada tanggal 13 Oktober 2022, 

Turut Tergugat I telah melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk 

Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820 dari PT 

Nasmoco Bengawan Solo selaku dealer resmi mobil Toyota pada 

area Kota Surakarta; 

3. Bahwa atas dasar pembelian unit mobil dimaksud, PT Nasmoco 

Bengawan Solo kemudian menerbitkan Surat Pesanan Kendaraan 

(“SPK”) Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022 sebagai 

bentuk perikatan jual beli antara PT Nasmoco Bengawan Solo dengan 

Turut Tergugat I; 

4. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q 

CVT, dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 

2NRX952820 diperuntukkan sebagai salah satu hadiah pada Undian 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) 

Tahap-II tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I; 

5. Bahwa merupakan suatu hal yang mustahil bagi Turut Tergugat II 

untuk menerbitkan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022, tanpa adanya 

SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022; 

6. Bahwa data-data Tergugat yang tercantum dalam Faktur Kendaraan 

Bermotor Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022 

merupakan data-data yang tertera dan tercantum pada SPK Nomor : 

2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022. Sehingga jelas bahwa 

SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022 merupakan 

dasar penerbitan dari Faktur Kendaraan Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022; 

7. Namun Penggugat secara keliru justru tidak menarik dan 

mendudukkan PT Nasmoco Bengawan Solo selaku pihak penjual 

yang berhubungan langsung dengan Turut Tergugat I selaku pihak 

pembeli dalam hal transaksi jual beli atas 1 (satu) unit Mobil Merk 
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Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, dan sebagai 

pihak yang menerbitkan dan memasukkan data-data Tergugat pada 

SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022, yang dalam 

hal ini merupakan dasar diterbitkannya Faktur Kendaraan Bermotor 

Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022; 

8. Bahwa penting bagi Penggugat untuk menarik dan mendudukan PT 

Nasmoco Bengawan Solo selaku pihak agar jelas dan terang terkait 

peran dari masing-masing pihak dalam perkara a quo; 

9. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Nasmoco Bengawan Solo selaku 

pihak dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dan oleh 

karenanya patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterma; 

II. PENGGUGAT KELIRU MENARIK DAN MENDUDUKKAN TURUT 

TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK 

1. Bahwa Penggugat secara keliru telah menarik dan mendudukkan 

Turut Tergugat II yang secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan 

hukum dengan Penggugat di dalam gugatannya; 

2. Bahwa eksepsi error in persona yang diajukan oleh Turut Tergugat II 

sangat beralasan hukum, mengingat permasalahan yang menjadi 

dasar gugatan Penggugat adalah terkait dengan hadiah pada Undian 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) 

Tahap-II tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I 

berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q 

CVT, dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 

2NRX952820; 

3. Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak ada sangkut pautnya 

dengan peristiwa Undian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB P-2) Tahap-II tahun 2022, maupun transaksi jual beli 

atas mobil tersebut; 

4. Terlebih, Penggugat di dalam petitum gugatannya pada butir 7 

memohon kepada Majelis Hakim agar :  
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“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak 

mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang 

paksa / Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

per/ keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang 

Telah Memperolah Kekuatan Hukum Tetap.” 

5. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Acara Perdata tentang Persidangan Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan", Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika pada 

Halaman 438, huruf b menyatakan sebagai berikut : 

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A 

menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam 

kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah 

keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A 

tentang kasus yang diperkarakan … Oleh karena itu, C dapat 

mengajukan exceptio in persona dengan alsan pihak yang ditarik 

sebagai tergugat keliru.” 

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Penggugat 

telah keliru menarik dan mendudukkan Turut Tergugat II sebagai 

pihak dalam perkara a quo. Oleh sebab itu, cukup beralasan bagi 

Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima. 

DALAM POKOK PERKARA 

A. TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN 

TURUT TERGUGAT II 

­ Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang 

Terhormat, agar hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi, 

secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dengan bagian Pokok Perkara; 

­ Bahwa apabila dicermati secara seksama, tidak ada sama sekali 

penjelasan Penggugat di dalam gugatannya mengenai hubungan 

hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam perkara a 

quo; 
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­ Penggugat di dalam gugatannya hanya menyatakan bahwa Turut 

Tergugat II merupakan pihak yang menerbitkan Faktur Kendaraan 

Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022 atas 

nama Tergugat (vide halaman 9 butir 22 gugatan Penggugat); 

­ Faktanya, dasar penerbitan Faktur Kendaraan Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022 oleh Turut 

Tergugat II selaku ATPM mobil merek Toyota adalah berdasarkan 

SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022; 

­ Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian eksepsi, SPK 

Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022 merupakan 

bentuk perikatan jual beli antara PT Nasmoco Bengawan Solo dengan 

Turut Tergugat I dalam hal transaksi jual beli atas 1 (satu) unit mobil 

Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor 

Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, yang 

dalam hal ini diperuntukkan sebagai salah satu hadiah pada Undian 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) 

Tahap-II tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I; 

­ Berdasarkan uraian dimaksud, maka jelas bahwa tidak ada sama 

sekali hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. 

Oleh sebab itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak 

gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

B. PENERBITAN FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NOMOR 

LEF/00176/AB1B/2022 TERTANGGAL ADALAH SAH DAN 

BERDASAR HUKUM 

1. Bahwa di dalam petitum gugatannya pada butir 4, Penggugat 

menyatakan hal sebagai berikut : 

“Menyatakan Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022  tertanggal 01 Desember 2022 dengan 

Nama Identitas Pemilik adalah YUANA MARKUS BAMBANG 

dalam hal ini adalah TERGGUGAT berdasar CACAT HUKUM dan 

BATAL DEMI HUKUM.” 
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2. Perlu Turut Tergugat II sampaikan, penerbitan Faktur Kendaraan 

Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022 telah 

sesuai dengan standar operasional prosedur internal yang berlaku 

dalam lingkungan Turut Tergugat II; 

3. Terlebih, pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Type W101RE-

LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, 

Nomor Mesin 2NRX952820 didasari itikad baik antara Turut Tergugat 

I selaku Pembeli dengan PT Nasmoco Bengawan Solo selaku 

Penjual. Oleh sebab itu, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk 

menuntut pembatalan atas Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022; 

4. Quod non Penggugat sungguh-sungguh hendak membatalkan Faktur 

Kendaraan Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 

2022  sudah seharusnya Penggugat mengajukan permohonan untuk 

membatalkan terlebih dahulu SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 

13 Oktober 2022 yang menjadi dasar transaksi jual beli atas 1 (satu) 

unit mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan 

nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820; 

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis 

Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

C. TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM) 

TERHADAP TURUT TERGUGAT II MERUPAKAN TUNTUTAN YANG 

TIDAK BERDASAR HUKUM 

1. Bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada butir 7 

menyatakan sebagai berikut : 

“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak 

mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang 

paksa / Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

per/ keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang 

Telah Memperolah Kekuatan Hukum Tetap.” 
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2. Bahwa didudukkannya suatu pihak sebagai Turut Tergugat (in casu 

Turut Tergugat II) dalam suatu perkara adalah demi lengkapnya 

gugatan. Turut Tergugat dalam suatu perkara tidak diwajibkan untuk 

melakukan suatu perbuatan; 

3. Walaupun belum ada ketentuan perundang-undangan yang jelas 

mengatur mengenai kewajiban dari Turut Tergugat II dalam suatu 

perkara, namun secara praktik, Kewajiban Turut Tergugat dalam 

suatu perkara terbatas hanya pada tunduk dan taat pada putusan 

Hakim; 

4. Bahwa dalil Turut Tergugat II diatas sejalan dengan pendapat 

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya 

yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” tahun 

1995, Penerbit Mandar Maju, pada halaman 2 menyatakan sebagai 

berikut : 

“Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-

orang yang tidak menguasi barang sengketa atau tidak 

berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi 

lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam 

petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat 

terhadap putusan hakim.” 

5. Selanjutnya perlu dipahami, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya 

dapat dimintakan terhadap Tergugat apabila tidak menjalankan 

secara sukarela hukuman pokok yang ditentukan oleh Hakim; 

6. Bahwa Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul ”Tuntutan Uang 

Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik”, 2001, Penerbit 

Djambatan, pada halaman 17, mendefinisikan uang paksa 

(dwangsom) sebagai suatu tuntutan tambahan yang dilakukan oleh 

Penggugat/Para Penggugat (Eiser/Plaintiff) kepada pihak 

Tergugat/Para Tergugat (Gedaagde/Defendant) berupa sejumlah 

uang agar dalam putusan hakim ditetapkan supaya terhukum harus 

membayarnya selain dari pembayaran sejumlah uang jikalau 

hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si terhukum; 
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7. Bahwa dalam perkara a quo, kedudukan PT Toyota-Astra Motor 

adalah sebagai Turut Tergugat II, bukan sebagai Tergugat; 

8. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Petitum Penggugat yang 

pada pokoknya meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk 

membayar uang paksa /dwangsom merupakan petitum yang tidak 

berdasar hukum. Sehingga, cukup beralasan bagi Majelis Hakim 

menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, 

atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima; 

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, 

Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan 

amar sebagai berikut: 

I. Dalam Eksepsi 

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II; dan 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

II. Dalam Pokok Perkara 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara 

sehubungan dengan perkara a quo. 

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut 

Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

(2.13) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik walapun telah 

diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim sehingga Tergugat dan 

Para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik; 

(2.14) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3372013107810004 atas 

nama Yohanes Kurniawan, tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda bukti 

P-1; 
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2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3372011801180015, atas nama 

Kepala Keluarga Yohanes Kurniawan, tanggal 20 Maret 2021, diberi 

tanda bukti P-2; 

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-26082018-0010 

tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang menerangkan 

bahwa di Surakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 telah meninggal dunia 

seorang bernama  Markus Bambang lahir di Surakarta pada tanggal 6 

Mei 1949 anak laki-laki dari ayah Soeleman dan Ibu Marpati, diberi tanda 

bukti P-3; 

4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, disaksikan dan dibenarkan oleh 

Lurah/Kepala Desa Pajang Nomor 394.3/35/XI/2018 tanggal 15 

Nopember 2018 dikuatkan oleh Camat Laweyan Nomor 

594.3/292/XI/2018, tanggal 26 November 2018, diberi tanda bukti P-4; 

5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 

25460/2024, tanggal 08 November 2024, diberi tanda bukti P-5; 

6. Fotokopi  Surat Pemberitahuan Pemenang Undian PBB-P2 Tahap II 

tahun 2022, Nomor KD.01.00/693.20/XI/2022 tanggal 4 November 2022, 

diberi tanda bukti P-6; 

7. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor LEF/00176/AB1B/2022, 

tanggal 01 Desember 2022 atas nama Yuana Markus Bambang, Alamat 

Blag Bligan RT 002 RW 012 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta,identitas kendaraan merk Toyota Type W101RE-LBVFJ 1.S 

CVT, tahun pembuatan 2022, warna putih metalik, Nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, Bahan Bakar 

Bensin, harga Rp221.621.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam 

ratus dua puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti P-7; 

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN Ska, tanggal 19 

Maret 2013, diberi tanda bukti P-8; 

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2032/Desa Pajang, luas kurang lebih 

523 (lima ratus dua puluh tiga) meter persegi, atas nama pemegang hak 
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Markus Bambang suami Nyonya Yohana Meily, alamat Blag Bligan RT 

02/12 Sala, tanggal 2 Nopember 1987, diberi tanda bukti P-9; 

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/Desa Pajang yang diajukan 

halaman pada Surat Ukur luas tanah kurang lebih 1065 (seribu enam 

puluh lima) meter persegi, denah dan kolom peralihan hak antara penjual 

dan pembeli, Go Gwan Liang alias Hery Margono dan Markus Bambang, 

tanggal 24 Juni 2008, diberi tanda bukti P-10; 

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi meterai cukup 

dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-6, P-9 dan P-

10 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut 

dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

(2.15) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah 

mengajukan bukti Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan 

di bawah sumpah/janji sebagai berikut: 

1. Ary Prasetyo:  

­ Bahwa Saksi kenal Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, Turut 

Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII 

akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga sedarah/semenda 

atau orang lain serta tidak ada hubungan/ikatan kerja yang 

mendapatkan gaji/upah dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut 

Tergugat VII, sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 

II tidak tahu; 

­ Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pak Bambang Markus atau 

orangtua kandung Penggugat dan Tergugat semasa Pak Bambang 

Markus menjadi pendeta di gereja Bunga Bakung di Norowangsan, 

Pajang di mana Saksi menjadi jamaahnya; 

­ Bahwa Saksi menganggap Pak Bambang Markus itu seperti bapak 

Saksi  sendiri; 

­ Bahwa pada awalnya yang dipermasalahkan Penggugat mengenai 

hadiah mobil dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; 
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­ Bahwa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V, VI adalah 7 

(tujuh) bersaudara, Turut Tergugat VII itu ibu kandungnya Penggugat 

dan Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V, VI adalah bersaudara 

kandung; 

­ Bahwa urutannya Pak Yuana Markus (Tergugat), Jonathan (Turut 

Tergugat III), Lelyana (Turut Tergugat IV), Erna Susanna (Turut 

Tergugat V), Ester Yulia Kurniawaty (Turut Tergugat VI), Yohanes 

Kurniawan (Penggugat), sedang saudara kembarnya Erna Susanna 

yaitu Erni Susanti telah meninggal dunia; 

­ Bahwa Pak Bambang Markus atau ayah kandungnya Penggugat dan 

Tergugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2017; 

­ Bahwa Penggugat menggugat kakak kandungnya (Tergugat) awalnya 

masalah hadiah mobil dari pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan); 

­ Bahwa hadiah pembayaran PBB tanah yang pajak PBB atas nama 

Pak Bambang Markus yaitu pembayaran pajak rumah induk yang 

berada di Jalan Lempuyang; 

­ Bahwa Saksi tahu letak rumah induk di Jalan Lempuyang dengan 

gereja yaitu dari gereja ke selatan terus ke timur; 

­ Bahwa sekarang rumah Jalan Lempuyang itu ditempati Penggugat, 

ibunya Penggugat dan Ester (Turut Tergugat VI); 

­ Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah menikah; 

­ Bahwa Saksi tahu tanah yang untuk gereja itu yang beli adalah 

almarhum Pak Bambang Markus sendiri; 

­ Bahwa tanah gereja itu dibeli almarhum Pak Bambang Markus hasil 

penjualan tanah di Lempuyang dan tanah di Boyolali namun Saksi 

lupa kapan pembeliannya; 

­ Bahwa gereja menghadap ke utara dan menyerong ke timur, batas 

sebelah Utara jalan, batas sebelah Timur jalan, batas sebelah Selatan 

jalan, batas sebelah Barat rumah penduduk; 

­ Bahwa tanah gereja sampai sekarang masih atas nama Pak Bambang 

Markus namun Saksi tidak mengetahui luas tanahnya berapa; 
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­ Bahwa Pak Bambang Markus membeli tanah gereja itu sejumlah 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanah tersebut dibangun 

gereja pada tahun 2002; 

­ Bahwa uang untuk membangun gereja berasal dari uang 

kolekte/persembahan jemaah untuk bangun gereja; 

­ Bahwa ijin mendirikan bangunan gereja sudah ada; 

­ Bahwa Saksi tidak  tahu proses pembelian gereja tersebut; 

­ Bahwa hadiah pembayaran PBB itu jenisnya mobil Avanza tetapi 

Saksi lupa warnanya apa dan sekarang yang memakai mobil itu Pak 

Yuana Markus; 

­ Bahwa setahu Saksi, Pak Yuana Markus itu sebagai Pendeta di 

gereja Kharismatik Norowangsan; 

­ Bahwa Gereja Kharismatik itu masuk gereja Kristen Protestan; 

­ Bahwa Saksi tidak  tahu ada surat pernyataan dari ahli waris 

almarhum Pak Bambang Markus; 

­ Bahwa Saksi tahu yang diminta Penggugat supaya hadiah mobil itu 

dibagi untuk ahli waris; 

­ Bahwa pada waktu mendapatkan hadiah mobil itu Pak Bambang 

Markus sudah meninggal; 

­ Bahwa Saksi belum pernah mendengar Pak Bambang Markus pernah 

berwasiat kepada anak-anaknya; 

­ Bahwa dulu Saksi merupakan salah satu jemaah di gereja pada waktu 

almarhum Pak Bambang Markus menjadi pendeta namun sekarang 

Saksi sudah pindah ke gereja lain; 

­ Bahwa Penggugat masih beragama Kristen, sekarang satu gereja 

dengan Saksi; 

­ Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada musyawarah 

keluarga; 

­ Bahwa sekarang mobil hadiah tersebut diatas namakan Pak Yuana 

Markus (Tergugat); 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada konflik keluarga sebelum 

mendapat hadiah undian mobil karena yang Saksi ketahui awalnya 
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dari adanya hadiah mobil itu, sebelumnya tidak ada permasalahan 

antara Penggugat dan Tergugat, mereka hidup rukun, dengan adanya 

konflik masalah mobil ini Penggugat pindah beribadahnya tidak ke 

gereja Norowangsan lagi; 

­ Bahwa pada saat masih beribadah di gereja Norowangsan, 

Penggugat menjadi bendahara gereja; 

­ Bahwa Penggugat sendirian menggugat Tergugat karena sekarang 

keluarga saling membuat kubu sendiri, saudara-saudaranya ada yang 

memihak Penggugat dan ada yang memihak Tergugat; 

­ Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat pernyataan 

ahli waris; 

­ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah gereja dihibahkan 

almarhum Pak Bambang Markus untuk gereja karena setahu Saksi 

tanah gereja Norowangsan itu sampai sekarang masih atas nama Pak 

Bambang Markus; 

­ Bahwa rumah induk di Jalan Lempuyang sekarang yang menempati 

Penggugat, Ester dan ibunya (Yohana); 

­ Bahwa setahu Saksi tanah di Lempuyang yang dijual  untuk membeli 

gereja, kalau rumah induk bukan yang dijual karena sekarang masih 

ditempati  oleh Penggugat, Ester dan ibunya (Yohana); 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ester, Ibunya (Yohana) 

mengetahui kalau kalau ada gugatan dari Penggugat; 

­ Bahwa permintaan Penggugat sehingga mengajukan gugatan adalah 

Penggugat berkeinginan hadiah mobil dan tanah gereja dibagi-bagi 

karena menurut Penggugat hadiah mobil dan tanah gereja itu 

didapatkan dari almarhum Pak Bambang Markus; 

­ Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya Pak Bambang Markus pernah 

cerita membeli tanah itu diperuntukkan untuk gereja; 

­ Bahwa setahu Saksi Tergugat sebelumnya tinggal bersama di rumah 

induk di Jalan Lempuyang namun sekarang Tergugat tinggal di gereja; 

­ Bahwa Tergugat tinggal di gereja sejak tahun 2014; 

­ Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual anjing ras; 
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­ Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pendeta di Gereja Karismatik 

Bunga Bakung Norowangsan; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia ibunya Penggugat dan Tergugat; 

­ Bahwa Bu Yohana masih sehat dan masih bisa diajak berbicara 

namun Saksi tidak pernah berbicara dengan Bu Yohana; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah gereja dikuasai pribadi oleh 

almarhum Pak Bambang Markus; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu tanah gereja dibeli untuk kepentingan pribadi 

oleh almarhum Pak Bambang Markus dan keluarganya; 

­ Bahwa Penggugat keluar dari Gereja Karismatik  Bunga Bakung, 

Norowangsan pada tahun 2014; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak PBB nya 

setelah almarhum Pak Bambang Markus meninggal; 

­ Bahwa Saksi belum pernah melihat faktur mobil Toyota Avanza yang 

dipermasalahkan; 

­ Bahwa pada Gereja Karismatik Bunga Bakung, Norowangsan ada 

susunan kepengurusan, ada sekretaris, bendahara, pengurus sekolah 

minggu; 

­ Bahwa setahu Saksi yang meminta untuk dibagi itu Penggugat, kalau   

saudara-saudaranya yang lain Saksi tidak tahu; 

­ Bahwa Saksi keluar dari gereja Karismatik Bunga Bakung, 

Norowangsan sejak Pak Yuana Markus (Tergugat) menjadi Pendeta; 

­ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah ada crash 

atau pertentangan di antara mereka, katanya sudah 

dimusyawarahkan sama keluarga akan tetapi tidak bisa, dan harapan 

Saksi agar mereka bisa hidup rukun kembali sebagai keluarga; 

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan 

akan menanggapi dalam kesimpulan; 

2. Heri Budiono: 

­ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut 
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Tergugat VII akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga 

sedarah/semenda atau orang lain serta tidak ada hubungan/ikatan 

kerja yang mendapatkan gaji/upah dari Penggugat, Tergugat, Turut 

Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, 

Turut Tergugat VII, sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut 

Tergugat II tidak tahu; 

­ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung kakak 

beradik; 

­ Bahwa urutan kakak beradiknya adalah Yuana Markus (Tergugat), 

Jonatan (Turut Tergugat III), Lely (Turut Tergugat IV), Erna (Turut 

Tergugat V), Yohanes (Penggugat), Ester (Turut Tergugat VI); 

­ Bahwa ada 7 (tujuh) bersaudara namun kembarannya Erna yang 

bernama Erni telah meninggal dunia; 

­ Bahwa orangtua mereka bernama Pak Bambang Markus dan Ibu 

Yohana, Pak Bambang Markus sudah meninggal dunia, sedangkan 

Ibu Yohana masih hidup; 

­ Bahwa Ibu Yohana tinggal bersama anaknya, Yohanes dan Ester; 

­ Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena masalah undian 

berhadiah dalam pembayaran pajak PBB pada tahun 2022 dari rumah 

yang ditempati Penggugat dengan ibunya (Yohana); 

­ Bahwa setahu Saksi yang mendapatkan hadiah mobil itu tanah atas 

nama Bapak Bambang Markus; 

­ Bahwa mobil hadiah itu setahu Saksi jenisnya Avanza dan warnanya 

putih namun Saksi tidak tahu nomor polisinya berapa dan STNKnya 

atas nama siapa; 

­ Bahwa saat ini mobil hadiah tersebut dipakai oleh Yuana Markus 

(Tergugat); 

­ Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa yang membayar 

PBB atas rumah yang mendapat hadiah undian mobil adalah Tergugat 

namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak undian 

mobilnya; 
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­ Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan ibunya itu atas nama 

Bambang Markus namun Saksi tidak mengetahui apakah rumahnya 

ada pekarangannya atau tidak; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menggunakan mobil 

hadiah tersebut untuk kepentingan gereja atau pribadi; 

­ Bahwa Saksi mengetahui tentang keluarga Penggugat dan Tergugat 

karena dulu rumah Saksi ada di belakang gereja Norowangsan; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudaranya 

Penggugat menghendaki hadiah mobil itu untuk dibagi; 

­ Bahwa Saksi pergi dari Kampung Norowangsan sejak Saksi bekerja di 

Jakarta; 

­ Bahwa sebelum memakai mobil Avanza hadiah tersebut, Tergugat 

menggunakan mobil Suzuki Carry; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah gereja dan 

apakah tanah gereja digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat 

atau tidak; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai faktur mobil dan STNK nya; 

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan 

akan menanggapi dalam kesimpulan; 

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, 

Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Nas.675/1981, tanggal 24 

Nopember 1981, atas nama Yuana Markus Bambang, diberi tanda bukti 

T-1; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3372012810730003, atas 

nama Yuana Markus Bambang, tanggal 3 April 2012, diberi tanda bukti 

T-2; 

3. Fotokopi Beslit Kependetaan Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik Nomor 0038/BK/GPPK/IX/2016 tanggal 04 November 2016, 

atas nama Yuana Markus Bambang, diberi tanda bukti T-3; 
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4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Markus Bambang berdasarkan Akta 

Kematian Nomor 3372-KM-26082016-0010, yang dikeluarkan di Kota 

Surakarta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 31 

Agustus 2016, diberi tanda bukti T-4; 

5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak 

di Jl. Lempuyang RT 002 RW 12 kelurahan Pajang, kecamatan 

Laweyan, Surakarta atas nama wajib pajak Bambang Markus NOP 

33.72.010.001.004-0002.0 tahun 2016, tanggal 04 Mei 2016, diberi tanda 

bukti T-5; 

6. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak 

di Jl. Lempuyang RT 002 RW 12 kelurahan Pajang, kecamatan 

Laweyan, Surakarta atas nama wajib pajak Bambang Markus NOP 

33.72.010.001.004 - 0002.0 tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2017, diberi 

tanda bukti T-6; 

7. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak 

di Jl. Lempuyang RT 002 RW 12 kelurahan Pajang, kecamatan 

Laweyan, Surakarta atas nama wajib pajak Bambang Markus NOP 

33.72.010.001.004 - 0002.0 tahun 2020, tanggal 15 September 2020, 

diberi tanda bukti T-7; 

8. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak 

di Jl. Lempuyang RT 002 RW 12 Kelurahan Pajang, Kecamatan 

Laweyan, Surakarta atas nama wajib pajak Bambang Markus NOP 

33.72.010.001.004 - 0002.0 tahun 2021, tanggal 28 September 2021,  

diberi tanda bukti T-8; 

9. Fotokopi SPPT PBB P-2 Tahun 2022 NOP 33.72.010.001.004-0002.0 

atas nama Bambang Markus, tanggal 03 Januari 2022, diberi tanda bukti 

T-9; 

10. Fotokopi mutasi rekening Tahapan BCA  015-2487-051 atas nama 

Yuana Markus Bambang, yang memuat data transaksi pembayaran PBB 

atas NOP 33.72.010.001.004 - 0002.0 tahun 2022, pada tanggal 13 Juli 

2022, diberi tanda bukti T-10; 
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11. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor 

KD.01.00/12360/PBB/LN/2022, tanggal 08 November 2022, diberi tanda 

bukti T-11; 

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota 

Surakarta Nomor AT.18.01/200/2022 tentang Pemenang Undian Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) Tahap II Tahun 

2022, tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-12; 

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemenang Undian PBB-P2 Tahap II 

Tahun 2022, nomor KD.01.00/693.20/XI/2022, tertanggal 4 November 

2022, diberi tanda bukti T-13; 

14. Fotokopi Kwitansi pembayaran Pajak Hadiah Undian Pembayaran Pajak 

PBB-P2 Tahap II Tahun 2022 berupa Mobil, sebesar Rp67.279.500,00 

(enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus 

rupiah) secara tunai pada tanggal 09 November 2022, diberi tanda bukti 

T-14; 

15. Fotokopi Surat Undangan Penyerahan Hadiah dari Bapenda Surakarta 

Nomor TM.00.07/218/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, diberi tanda 

bukti T-15; 

16. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor T-01094409 atas 

nama YUANA MARKUS BAMBANG, NIK 3372012810730003, alamat 

Blag Bligan RT/RW 002/012 Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, 

yang dikeluarkan di Surakarta tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda 

bukti T-16; 

17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 

registrasi AD 1373 DU, dengan nama pemilik Yuana Markus Bambang, 

alamat Blag Bligan RT/RW 002/012 Kel. Pajang Kec. Laweyan, kota 

Surakarta. Merk Toyota, type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, jenis mb. 

penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2022, dengan nomor 

rangka MHFAB1BY4N0044540, nomor mesin 2NRX952820, diberi tanda 

bukti T-17; 

18. Fotokopi Bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tahun 2025 total sebesar Rp 
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3.475.500,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus 

rupiah) tanggal 18 Desember 2025, diberi tanda bukti T-18; 

19. Fotokopi Surat Idzin Membuat Bangunan Nomor 593/87 tanggal 16 

September 1988, diberi tanda bukti T-19; 

20. Fotokopi Akta Pinjam Pakai Nomor 09 Tanggal 18 Desember 2012 di 

hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, S.H., diberi tanda bukti T-20; 

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7977 Propinsi Jawa tengah, Kota 

Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan Jebres; yang terletak di 

Guwosari RT 002 RW 027 kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, kota 

Surakarta, diberi tanda bukti T-21; 

22. Fotokopi Perjanjian Pinjam Pakai dengan Nomor 201/IX/L/2019, tanggal 

20 September 2019 di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, S.H., diberi 

tanda bukti T-22; 

23. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 601/0472/J-10/IMB/IX/2020 

tanggal SK 14 September 2020 dengan fungsi bangunan Tempat 

Ibadah, diberi tanda bukti T-23; 

24. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/712/ 

2012 tentang Perubahan Nama Gereja Sidang Jemaat Kristus Subang 

menjadi Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, tertanggal 17 

Oktober 2012, diberi tanda bukti T-24, diberi tanda bukti T-24; 

25. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 285 tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Ulang Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, 

tertanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti T-25; 

26. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 252 tahun 2023 tentang 

Pendaftaran Ulang Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, 

tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26; 

27. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor 

Kw.11.8/BA.01.1/9104/2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 
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Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 Juni 2013, diberi tanda 

bukti T-27; 

28. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor 09.10/Kk.11.31/7/ 

BA.01.1/11/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik 

Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, tanggal 9 Oktober 

2022, diberi tanda bukti T-28; 

29. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Nomor 022 Tahun 2023 tentang Pendaftaran 

Ulang Gereja GPPK Bunga Bakung, Surakarta, Jawa Tengah, tertanggal 

15 Juni 2023, diberi tanda bukti T-29; 

30. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Nomor 022/A/SK/PG/MP-GPPK/V/2017 

tanggal 15 Mei 2017, tentang Peneguhan Pdt. Yuana Markus Bambang 

sebagai Gembala Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga 

Bakung, Surakarta, Jawa Tengah, diberi tanda bukti T-30; 

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2032, Desa/Kelurahan Pajang, luas 

kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) meter persegi, atas nama 

pemegang hak Markus Bambang, suami Nyonya Yohana Meily, diberi 

tanda bukti T-31; 

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 206, Desa/Kelurahan Pajang, luas 

kurang lebih 1.065 (seribu enam puluh lima) meter persegi, atas nama 

pemegang hak Markus Bambang, suami Yohana, diberi tanda bukti T-32; 

33. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-saksi Sejarah Pembelian Tanah Gereja 

Bunga Bakung Jl. Jahe Nomor 2 Norowangsan RT 002 RW 013 

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan, Surakarta, tanggal 7 September 

2025, diberi tanda bukti T-33; 

34. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Erna 

Susanna, tanggal 14 September 2025, diberi tanda bukti T-34; 

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-34 telah dibubuhi meterai yang 

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti 

surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini; 
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(2.16) Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat Tergugat 

telah mengajukan bukti Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah/janji sebagai berikut: 

1. Andreas Kirdjono, Bc.Hk., 

­ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut 

Tergugat VII akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga/semenda 

atau orang lain serta tidak ada hubungan/ikatan kerja yang 

mendapatkan gaji/upah dari kedua pihak, sedangkan dengan Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu; 

­ Bahwa Saksi kenal dengan pendeta Bapak Markus Bambang sejak 

tahun 1975; 

­ Bahwa pada tahun 1987 gereja akan membeli tanah untuk gereja di 

Jalan Jahe dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 

karena gereja tidak punya uang lalu Bapak Pendeta Markus Bambang 

pinjam pada temannya pengusaha Toko Mas Kunci Mas; 

­ Bahwa tanah gereja dibeli dengan pembayaran dua tahap, yaitu tahap 

pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian 

tahap kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 

­ Bahwa Bapak Pendeta Markus Bambang meninggal pada tahun 2016; 

­ Bahwa sebelum meninggal Pendeta Markus Bambang  berpesan 

kepada jemaatnya yaitu sebagai gembala diserahkan kepada 

putranya yang sulung bernama Yuana Markus Bambang (Tergugat); 

­ Bahwa Saksi  tidak tahu apakah tanah gereja atas nama Bapak 

Markus Bambang; 

­ Bahwa setahu Saksi, tanah yang mendapat undian hadiah mobil 

adalah tanah gereja; 

­ Bahwa tanah yang di Blag-bligan itu tanah pasturi, yang dahulu 

dipakai sebagai gereja,  dan setelah gereja di Jalan Jahe dibangun 

gereja pindah di Jalan Jahe tersebut; 
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­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah gereja telah disewakan 

dan Saksi tidak mengetahui apakah gereja sudah ada IMB nya atau 

belum; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti T-20 (Akte Notaris 

mengenai perjanjian pinjam pakai); 

­ Bahwa Bapak Pendeta pada awalnya mendirikan gereja tahun 1975 di 

tempat tinggalnya di Lempuyang, Pajang. Kemudian setelah tanah di 

Jalan Jahe, Norowangsan dibeli dan dibangun gereja pindah di Jalan 

Jahe, Norowangsan tersebut; 

­ Bahwa tanah di Jalan Jahe, Norowangsan tersebut dibeli dengan 

uang dengan  Bapak Pendeta Markus Bambang pinjam uang kepada 

pengusaha Toko Mas Kunci Mas, pengembalian pinjamannya 

dikumpulkan dari donatur jemaat gereja; 

­ Bahwa pembangunan gereja di Jalan Jahe kira-kira 11 tahun, sejak 

tanah dibeli tahun 1987 sampai tahun 1998 gereja hampir jadi dan 

sudah layak dipakai untuk kebaktian; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu pembelian tanah gereja dan 

pembangunannya memakai uang pribadi dari pendeta Markus 

Bambang atau tidak, namun setahu Saksi ada uang  dari donatur 

gereja dan uang persembahan gereja yang disisihkan untuk 

pembangunan gereja; 

­ Bahwa hadiah mobil itu dari pembayaran pajak PBB dari tanah di 

Blag-bligan, Pajang namun Saksi tidak mengetahui tanah tersebut 

atas nama siapa; 

­ Bahwa awal dari masalah keretakan hubungan antara Penggugat dan 

Tergugat itu dari adanya hadiah mobil tersebut; 

­ Bahwa mobil hadiah tersebut sekarang setiap harinya digunakan 

untuk pelayanan gereja; 

­ Bahwa tanah atas nama Pak Markus Bambang dan aset gereja 

adalah milik gereja karena Bapak Pendeta Markus Bambang sendiri 

yang mengatakan dan dari penilaian Saksi pribadi dan sebagian 

jemaat gereja; 
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­ Bahwa di gereja tersebut ada struktur organisasinya yaitu Bapak 

Pendeta sebagai Penggembalanya, ada sekretaris dan 

bendaharanya; 

­ Bahwa Saksi sebagai salah satu Penatua yaitu sebagai orang yang 

dituakan yang dimintai pertimbangan dalam gereja tersebut; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah aset-aset gereja 

diadministrasikan; 

­ Bahwa Gereja adalah otonom (mengurusi dirinya sendiri), dan kalau 

gereja Bunga Bakung ada pusatnya di Jakarta, akan tetapi 

kedudukannya sama; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gereja itu ada laporannya di 

Kementerian Agama atau tidak; 

­ Bahwa tanah gereja yang di Blag-bligan dibeli lebih dahulu daripada 

yang di jalan Jahe dan saat ini tanah di Blag-bligan  digunakan 

sebagai pasturi; 

­ Bahwa Saksi sebagai penatua gereja belum pernah diajak 

musyawarah mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat; 

­ Bahwa setahu Saksi Penggugat masih beragama Kristen, tetapi 

sekarang sudah pindah gereja bukan di Norowangsan lagi; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Penggugat 

pindah gereja; 

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan 

akan menanggapi dalam kesimpulan; 

2. Rukiyah: 

­ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut 

Tergugat VII akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga/semenda 

atau orang lain serta tidak ada hubungan/ikatan kerja yang 

mendapatkan gaji/upah dari kedua pihak, sedangkan dengan Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu; 
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­ Bahwa setahu Saksi sebelum ada gereja di Norowangsan, gereja 

berada di Jalan Lempuyang sekitar tahun 1970; 

­ Bahwa pada tahun 1980-an gereja berencana membeli tanah yang 

lebih luas, karena gereja tidak punya uang selanjutnya Bapak Pendeta 

Markus Bambang pinjam uang pada pengusaha Toko Mas Kunci Mas, 

yang akhirnya pada tahun 1987 tanah tersebut bisa terbeli dengan 

harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah tanah dapat 

dibeli kemudian dibangun gereja, sedangkan pembangunan gereja 

didapatkan dari pengurus/donatur gereja, ada yang menyumbang 

material pasir, semen dan juga dari uang persembahan dari jemaat; 

­ Bahwa Bapak Pendeta Markus Bambang atau keluarganya tidak 

pernah berkeinginan menguasai tanah gereja karena semua aset 

gereja milik gereja dan Bapak Pendeta Markus Bambang pernah 

cerita pada jemaatnya bahwa gereja adalah milik jemaat karena 

uangnya didapatkan dari jemaat; 

­ Bahwa Bapak Pendeta Markus Bambang meninggal dunia pada tahun 

2016 dan beliau berpesan pada jemaatnya bahwa jemaatnya pun bisa 

berkutbah di gereja ini dan dahulu pernah mengatakan bahwa yang 

bisa menggantikannya nanti adalah putra sulungnya (Pak Yuana 

Markus Bambang); 

­ Bahwa Saksi belum pernah melihat faktur, STNK dan BPKB dari mobil 

hadiah tersebut; 

­ Bahwa Saksi tahu bahwa gereja mendapatkan hadiah mobil karena 

Pak Pendeta Yuana Markus Bambang (Tergugat) pernah 

mengumumkan bahwa bapak pendeta mendapatkan hadiah mobil dari 

gereja; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu tanah gereja Jalan Jahe tersebut atas nama 

siapa; 

­ Bahwa tanah yang mendapatkan hadiah mobil  adalah tanah gereja; 

­ Bahwa tanah yang di Blag-bligan itu tanah pasturi, yang dahulu 

dipakai sebagai gereja,  dan setelah gereja di Jalan Jahe dibangun 

gereja pindah di Jalan Jahe tersebut; 
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­ Bahwa Saksi tidak apakah tanah gereja sudah disewakan dan Saksi 

tidak mengetahui mengenai IMB nya; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui akte Notaris tahun 2012 mengenai 

perjanjian pinjam pakai, dalam bukti T-20;  

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam akte notaris tersebut dalam 

pasal 4 disebutkan pihak kedua dengan tegas dilarang untuk 

meminjamkan lagi tanah dan bangunan tersebut kepada pihak/badan 

lain, baik sebagian atau seluruhnya, baik dengan suatu imbalan (ganti 

rugi) ataupun secara cuma-cuma/gratis;  

­ Bahwa mengenai aset gereja Saksi tidak mengetahui apakah ada 

administrasinya atau tidak; 

­ Bahwa Saksi menjadi jemaat gereja tersebut pada tahun 1980; 

­ Bahwa gereja lama berada di Blag Bligan dan setahu Saksi hanya ada 

satu bidang tanah di sana; 

­ Bahwa saat ini gereja yang dahulu berada di Blag-bligan dipakai  

sebagai tempat tinggal Ibu Yohana, Ester dan keluarganya 

Penggugat; 

­ Bahwa tanah di Blag Bligan dibeli dari uangnya pribadi Bapak 

Pendeta Markus Bambang; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan 

kepada Tergugat dan keluarganya; 

­ Bahwa Saksi tahu mobil Toyota Veloz warna putih itu mobil hadiah 

karena Pak Pendeta Yuana Markus mengumumkan di gereja bahwa 

ia mendapatkan hadiah mobil dari pembayaran pajak PBB; 

­ Bahwa pembayaran pajak PBB tanah yang sekarang dipakai rumah 

tangga yang mendapatkan hadiah mobil tersebut; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah yang sekarang 

ditempat tinggali itu atas nama siapa; 

­ Bahwa dahulu Tergugat dan keluarganya tinggal serumah dengan 

Penggugat, sekarang tinggal di gereja di Jalan Jahe; 
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­ Bahwa yang membayar pajak rumah, listrik semuanya Pak Pendeta 

Yuana Markus (Tergugat), termasuk yang membayar pajak hadiah 

mobil sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) itu 

juga Pak Pendeta Yuana Markus (Tergugat); 

­ Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai saudara 

kandung kakak beradik awalnya baik namun saat ini Saksi tidak 

mengetahui bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat; 

­ Bahwa setahu Saksi gereja di Jalan Jahe tersebut pada waktu dibeli 

masih berupa tanah kosong dan belum ada bangunannya; 

­ Bahwa setahu Saksia tanah gereja dibeli bukan dari uangnya Bapak 

Pendeta Markus Bambang pribadi, tetapi uangnya dari donatur dan 

dari jemaat gereja; 

­ Bahwa setahu Saksi tidak ada gereja yang merupakan milik pribadi; 

­ Bahwa setahu Saksi gereja tidak dibebani membayar PBB; 

­ Bahwa setahu Saksi, hadiah mobil tersebut bukan dari pembayaran 

PBB gereja; 

­ Bahwa Pak Pendeta Markus Bambang pada tahun 2011 pernah cerita 

bahwa nanti yang meneruskannya adalah putra sulungnya (Tergugat); 

­ Bahwa dari saudara-saudara Penggugat dan Tergugat ada yang 

menjadi pendeta yaitu suaminya Lelyana, jadi pendeta gereja lain; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalahnya Penggugat itu 

sebelumnya tidak dimusyawarahkan keluarga dahulu sebelum 

mengajukan gugatan; 

­ Bahwa Bu Yohana atau ibunya Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

cerita kepada Saksi mengenai masalah anak-anaknya karena Bu 

Yohana sudah tua; 

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan 

akan menanggapi dalam kesimpulan; 

3. Sri Redjeki Sariningsih: 

­ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III, 

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut 
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Tergugat VII akan tetapi tidak ada hubungan/ikatan keluarga/semenda 

atau orang lain serta tidak ada hubungan/ikatan kerja yang 

mendapatkan gaji/upah dari kedua pihak, sedangkan dengan Turut 

Tergugat I dan Turut Tergugat II tahu; 

­ Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena permasalahan 

awalnya adanya hadiah mobil; 

­ Bahwa Bapak Pendeta Yuana Markus mendapatkan kabar dari Pak 

RT bahwa pajak PBB nya mendapatkan hadiah mobil pada tahun 

2022; 

­ Bahwa setahu Saksi, tanah yang mendapatkan hadiah mobil adalah 

tanah yang dipakai tempat tinggal keluarga, yang dahulu dipakai untuk 

gereja yang terletak di Blag-Bligan, Pajang, Surakarta namun Saksi 

tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut; 

­ Bahwa setahu Saksi yang membeli tanah gereja di Jalan Jahe adalah 

Bapak Pendeta Markus Bambang; 

­ Bahwa Saksi menjadi jemaat gereja sejak Saksi lulus SMA tahun 1989 

dan Saksi juga dibaptis di gereja tersebut; 

­ Bahwa seingat Saksi, gereja di Jalan Jahe digunakan untuk 

peribadatan sejak tahun 1990; 

­ Bahwa Saksi belum pernah mendengar Bapak Pendeta Markus 

Bambang mengatakan kalau tanah Blag-bligan itu tanah miliknya atau 

tanah gereja itu miliknya; 

­ Bahwa Bapak Pendeta Markus Bambang meninggal pada tanggal 8 

Agustus 2016; 

­ Bahwa Bapak Pendeta Markus Bambang pernah mengatakan kepada 

jemaatnya di gereja bahwa gereja bukan milik keluarga; 

­ Bahwa sebelum tahun 2022 hubungan Pak Pendeta Yuana Markus 

dengan adiknya Yohanes hubungannya baik sebagai kakak beradik; 

­ Bahwa setelah tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak 

baik karena adiknya minta hadiah mobil dibagi keluarga; 
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­ Bahwa setahu Saksi tanah di Blag-bligan yang dahulu dipakai untuk 

gereja itu adalah tanah milik keluarga atau tanah warisan almarhum 

Bapak Pendeta Markus Bambang; 

­ Bahwa Penggugat (Yohanes) itu anak nomor 6 (enam)  dari 7 (tujuh)  

bersaudara; 

­ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari ibu Yohana kalau anak-

anaknya saling grup-grupan ada keretakan; 

­ Bahwa  setahu Saksi mobil hadiah itu dipergunakan untuk pelayanan 

gereja misalnya ada anggota Jemaat yang meninggal dunia, mobil 

dipakai jemaat untuk melayat ke rumah duka; 

­ Bahwa Penggugat sudah pindah ke gereja lain; 

­ Bahwa Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga Bakung itu 

masih satu aliran dengan gereja Pantekosta, yang membedakan 

gereja Bunga Bakung dengan gereja Pantekosta adalah 

hegemoninya; 

­ Bahwa saat ini ibu Yohana itu tinggal bersama anaknya bernama 

Ester di rumah Blag-bligan, Pajang; 

­ Bahwa dahulu sebelum ada keretakan hubungan Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di Blag-bligan; 

­ Bahwa rumah di Blag-bligan itu modelnya disekat-sekat sehingga bisa 

ditinggali oleh Penggugat, Tergugat, Bu Yohana dan Ester; 

­ Bahwa setelah setelah ada masalah dengan Penggugat, Tergugat 

pindah dan tinggal di gereja Jalan Jahe, menempati ruangan kelas; 

­ Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Penggugat adalah budidaya anjing 

ras; 

­ Bahwa Saksi mengetahui batas-batas gereja adalah: 

 Batas Utara      : Jalan Jahe; 

 Batas Timur      : Jalan Raya Jahe; 

 Batas Selatan   : Jalan lalu ada pabrik kain milik Sangidu; 

 Batas Barat     : Rumahnya Pak Sunardi lalu belakang rumah itu 

bengkel mobil milik Pak Gun; 
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­ Bahwa tanah di Jalan Jahe dan mobil hadiah tidak pernah digunakan 

untuk kepentingan pribadi; 

­ Bahwa Saksi tidak mengetahui faktur BPKB dan STNK mobil atas 

nama siapa; 

­ Bahwa setahu Saksi gedung gereja saat ini disewakan ke Gereja 

Milenium Damai dan uang hasil sewa dipergunakan untuk perawatan 

gedung gereja; 

­ Bahwa yang mengelola gedung gereja adalah Gereja Pelayanan 

Penyembahan Karismatik Bunga Bakung sendiri; 

­ Bahwa yang menyewakan gedung gereja adalah Bapak Pendeta 

Markus Bambang; 

­ Bahwa sebelum disewakan sudah ada pembicaraan terlebih dahulu 

dengan pengurus gereja; 

­ Bahwa sampai saat ini gereja masih disewakan oleh Gereja Milenium 

Damai dan jadwal kebaktian antara Gereja Milenium Damai dan 

Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik Bunga Bakung berbeda 

jamnya; 

­ Bahwa Saksi tidak tahu kapan masa sewa gereja tersebut berakhir; 

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan 

akan menanggapi dalam kesimpulan; 

(2.17) Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat 

sebagai berikut: 

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 NOP: 33.72.010.001.004-0002.0, 

diberi tanda bukti TT.I-1; 

2. Fotokopi KTP Nomor 3372012810730003 atas nama Yuana Markus 

Bambang (Tergugat), diberi tanda bukti TT.I-2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33720011103085192, atas nama Yuana 

Markus Bambang, S.Th., M.A., diberi tanda bukti TT.I-3; 
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4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3372-KM-26082016-0010 atas nama 

Markus Bambang tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti TT.I-4; 

5. Fotokopi Cetak screenshot M-Payment PBB 13/07 19:35:15 WIB atas 

NOP: 33.72.010.001.004-0002.0, diberi tanda bukti TT.I-5; 

6. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor: KD.01.00/12313 

/PBB/LM/2022 tanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti TT.I-6; 

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuana Markus Bambang tanggal 9 

November 2022, diberi tanda bukti TT.I-7; 

8. Fotokopi Kwitansi Pajak Hadiah Undian pembayaran PBB-P2 Tahap II 

Tahun 2022 berupa Mobil tanggal 9 November 2022 oleh Yuana Markus 

Bambang, diberi tanda bukti TT.I-8; 

9. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta 

Nomor AT.18.01/200/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pemenang 

Undian PBB P-2 tahap II Tahun 2022, diberi tanda bukti TT.I-9; 

Bahwa bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-9 telah dibubuhi meterai yang 

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT.I-1, TT.I-

2, TT.I-3, TT.I-4 dan TT.I-5 berupa fotokopi kemudian fotokopi bukti surat 

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

(2.18) Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi 

walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; 

(2.19) Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat 

sebagai berikut: 

1. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor 2070-2201160 

tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.II-1; 

2. Fotokopi Surat Nomor KD.01.00/715.1/XI/2022, Perihal Permohonan 

Pengurusan Kelengkapan Kendaraan tertanggal 10 November 2022, 

diberi tanda bukti TT.II-2; 

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3372012810730003 atas nama Yuana 

Markus Bambang, diberi tanda bukti TT.II-3; 

Bahwa bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 telah dibubuhi meterai 

yang cukup namun tidak bisa ditunjukkan aslinya kemudian fotokopi bukti 

surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini; 
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(2.20) Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak  mengajukan bukti Saksi 

walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; 

(2.21) Menimbang bahwa Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti surat 

sebagai berikut:  

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Esther 

Yulia Kurniawaty, tanggal 14 September 2025, diberi tanda bukti TT.VI-1; 

Bahwa bukti surat TT.VI-1 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah 

disesuaikan dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut 

dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

(2.22) Menimbang bahwa Turut Tergugat VI tidak  mengajukan bukti Saksi 

walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; 

(2.23) Menimbang bahwa Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat 

sebagai berikut:  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yohana NIK 3372016010490003, atas 

nama Yohanna, diberi tanda bukti TT.VII-1; 

2. Fotokopi Akta Perkawinan Nas.435/1972 antara Markus Bambang dan 

Yohana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Surakarta 

tanggal 27 Maret 1974, diberi tanda bukti TT.VII-2; 

3. Fotokopi Beslit Kependetaan Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik 

Nomor 013/GPPK-CWS/BK/P/JKT/09/2011 atas nama Markus Bambang, 

tertanggal 04 September 2011, diberi tanda bukti TT.VII-3; 

4. Fotokopi Beslit Kependetaan Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik 

Nomor 061/GPPK-CWS/BK/P/JKT/2012 atas nama Yohana Meily, 

tertanggal 27 April 2012, diberi tanda bukti TT.VII-4; 

5. Fotokopi Surat Pernyataan Yohanna tertanggal 20 Agustus 2025, diberi 

tanda bukti TT.VII-5; 

 

Bahwa bukti surat TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-5 telah dibubuhi meterai 

yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian fotokopi bukti 

surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

(2.24) Menimbang bahwa Turut Tergugat VII tidak mengajukan bukti Saksi 

walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; 
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(2.25) Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa berupa mobil dan tanah 

telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Senin, 

tanggal 1 September 2025 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita 

acara sidang; 

(2.26) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam 

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap 

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 

(2.27) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal 

yang diajukan lagi dan mohon putusan; 

 

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

(3.1) DALAM EKSEPSI 

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 

eksepsi sebagai berikut: 

1. Bahwa segala hak untuk menuntut barang tidak bergerak hapus karena 

daluwarsa setelah lewat waktu tiga puluh (30) tahun, berdasarkan Pasal 

1967 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Semua tuntutan 

hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, 

hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, 

sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah 

menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu 

tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” 

1.1. Bahwa tanah dan bangunan gereja dengan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 206 Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan 

Laweyan, Kelurahan Pajang, atas nama Markus Bambang suami 

Yohana, berdasarkan Surat Ukur tanggal 24-06-2008 nomor 

2232/Pajang/2008 seluas 1,065 m2; semula seluas 1,080 m2 

berdasarkan SU/GS nomor 902 tanggal 05-07-1976, yang 

diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.81 / …… / 1987 tanggal 

10 Maret 1987 yang dibuat oleh Ruth Karliena, S.H., PPAT Kodya 

Surakarta; yang menjadi objek perkara telah dikuasai secara 

nyata, damai, terbuka, dan berkesinambungan oleh jemaat gereja 
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sebagai tempat ibadah sejak pembelian tanah tahun 1987 dan 

dilanjutkan dengan mendirikan gedung gereja dengan izin 

legalitas Surat Idzin Membuat Bangunan Nomor 593/87 tanggal 

16 September 1988. 

1.2. Bahwa penguasaan tersebut terhitung sudah 37 tahun lebih oleh 

jemaat gereja secara kolektif bersama-sama di bawah 

kepemimpinan Pendeta Markus Bambang sejak pembelian tanah 

di tahun 1987 hingga saat ini tahun 2025 kepemimpinan gereja 

dilanjutkan secara sah oleh Tergugat sebagai Pendeta dan 

Gembala Jemaat di Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik 

Bunga Bakung, Jalan Jahe No.2 Norowangsan RT 002 RW 013 

kelurahan Pajang, kecamatan Laweyan, kota Surakarta. 

1.3. Bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1967 KUH 

Perdata, hak Penggugat untuk menuntut atau menggugat atas 

tanah a quo telah hapus karena lewat waktu (daluwarsa). 

1.4. Maka terhadap gugatan a quo, sudah seharusnya ditolak untuk 

seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa jemaat yang diwakili 

oleh Majelis Jemaat/Pengurus Gereja Pelayanan Penyembahan 

Karismatik Bunga Bakung Jalan Jahe Nomor 2 Norowangsan RT 002 

RW 013, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, 

adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam penguasaan 

dan penggunaan tanah dan bangunan gereja a quo.  

(3.1.2) Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah 

mengajukan eksepsi sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI  

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK 

MEMENUHI SYARAT FORMIL 

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang menjadi dasar untuk 

mengajukan gugatan a quo adalah tidak sah karena tidak 

menyebutkan objek yang sedang diperkarakan. Hal tersebut terlihat 
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jelas pada bagian “khusus” Surat Kuasa Khusus Penggugat yang 

akan Turut Tergugat II kutip sebagai berikut: 

 

“--------------------------------------------- KHUSUS ---------------------------- 

Untuk dan/atau mewakili kepentingan PEMBERI KUASA 

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan 

Negeri Surakarta sebagai PENGGUGAT melawan …” 

2. Bahwa merujuk pada halaman 54 angka 3 dan angka 4 Buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 

Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Cetakan 2009, jelas 

bahwa suatu surat kuasa harus menyatakan secara jelas subjek dan 

objek nya; 

“3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas 

bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan 

tertentu dengan subyek dan obyek yang tertentu pula.” 

3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Acara Perdata tentang Persidangan Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan", Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika pada 

Halaman 15, butir 4 menyatakan sebagai berikut: 

“…Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat 

yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 

1959 yaitu: 

i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan 

di pengadilan; 

ii. Menyebut kompetensi relatif 

iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan 

iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek 

sengketa yang diperkarakan. 

Seperti yang dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak 

dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.” 

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Surat Kuasa Khusus 

Penggugat yang digunakan untuk mengajukan Gugatan a quo tidak 
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sah karena tidak mencantumkan objek yang diperkarakan dalam 

gugatan. Oleh sebab itu, patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan a quo tidak dapat diterima karena Kuasa Hukum Penggugat 

tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo. 

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA 

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG 

PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 9 butir 22 

menyatakan sebagai berikut: 

“Bahwa tertanggal 01 Desember 2022 telah terbit Faktur 

Kendaraan Bermotor dengan Nomor LEF/00176/AB1B/2022 

dengan Nama Identitas Pemilik adalah YUANA MARKUS 

BAMBANG dalam hal ini adalah TERGUGAT. Faktur Kendaraan 

Bermotor Tersebut digunakan sebagai Persyaratan Permohonan 

BPKB, dengan rincian kendaraan Merk Toyota, Type W101RE-

LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820, hal mana 

Faktur Kendaraan Bermotor tersebut dikeluarkan oleh TURUT 

TERGUGAT II.” 

2. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat. Pertama-

tama perlu Turut Tergugat II sampaikan. Pada tanggal 13 

Oktober 2022, Turut Tergugat I telah melakukan pembelian 1 

(satu) unit Mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, 

dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 

2NRX952820 dari PT Nasmoco Bengawan Solo selaku dealer 

resmi mobil Toyota pada area Kota Surakarta; 

3. Bahwa atas dasar pembelian unit mobil dimaksud, PT Nasmoco 

Bengawan Solo kemudian menerbitkan Surat Pesanan 

Kendaraan (“SPK”) Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 

Oktober 2022 sebagai bentuk perikatan jual beli antara PT 

Nasmoco Bengawan Solo dengan Turut Tergugat I; 
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4. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 

1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, 

Nomor Mesin 2NRX952820 diperuntukkan sebagai salah satu 

hadiah pada Undian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB P-2) Tahap-II tahun 2022 yang diselenggarakan 

oleh Turut Tergugat I; 

5. Bahwa merupakan suatu hal yang mustahil bagi Turut Tergugat 

II untuk menerbitkan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022, tanpa 

adanya SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 Oktober 2022; 

6. Bahwa data-data Tergugat yang tercantum dalam Faktur 

Kendaraan Bermotor Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 

Desember 2022 merupakan data-data yang tertera dan 

tercantum pada SPK Nomor : 2070-2201160 tertanggal 13 

Oktober 2022. Sehingga jelas bahwa SPK Nomor : 2070-

2201160 tertanggal 13 Oktober 2022 merupakan dasar 

penerbitan dari Faktur Kendaraan Nomor 

LEF/00176/AB1B/2022; 

7. Namun Penggugat secara keliru justru tidak menarik dan 

mendudukkan PT Nasmoco Bengawan Solo selaku pihak 

penjual yang berhubungan langsung dengan Turut Tergugat I 

selaku pihak pembeli dalam hal transaksi jual beli atas 1 (satu) 

unit Mobil Merk Toyota, Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, 

dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 

2NRX952820, dan sebagai pihak yang menerbitkan dan 

memasukkan data-data Tergugat pada SPK Nomor : 2070-

2201160 tertanggal 13 Oktober 2022, yang dalam hal ini 

merupakan dasar diterbitkannya Faktur Kendaraan Bermotor 

Nomor LEF/00176/AB1B/2022 tertanggal 1 Desember 2022; 

8. Bahwa penting bagi Penggugat untuk menarik dan mendudukan 

PT Nasmoco Bengawan Solo selaku pihak agar jelas dan terang 

terkait peran dari masing-masing pihak dalam perkara a quo; 
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9. Bahwa dengan tidak ditariknya PT Nasmoco Bengawan Solo 

selaku pihak dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), 

dan oleh karenanya patut secara hukum dinyatakan tidak dapat 

diterma; 

II. PENGGUGAT KELIRU MENARIK DAN MENDUDUKKAN TURUT 

TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK 

1. Bahwa Penggugat secara keliru telah menarik dan mendudukkan 

Turut Tergugat II yang secara jelas dan nyata tidak memiliki 

hubungan hukum dengan Penggugat di dalam gugatannya; 

2. Bahwa eksepsi error in persona yang diajukan oleh Turut 

Tergugat II sangat beralasan hukum, mengingat permasalahan 

yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terkait dengan 

hadiah pada Undian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB P-2) Tahap-II tahun 2022 yang diselenggarakan 

oleh Turut Tergugat I berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, 

Type W101RE-LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka 

MHFAB1BY4N0044540, Nomor Mesin 2NRX952820; 

3. Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak ada sangkut pautnya 

dengan peristiwa Undian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB P-2) Tahap-II tahun 2022, maupun transaksi 

jual beli atas mobil tersebut; 

4. Terlebih, Penggugat di dalam petitum gugatannya pada butir 7 

memohon kepada Majelis Hakim agar :  

“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak 

mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan membayar uang 

paksa/Dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/ 

keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yang Telah 

Memperolah Kekuatan Hukum Tetap.” 

5. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Acara Perdata tentang Persidangan Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Tahun 2004, Penerbit 
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Sinar Grafika pada Halaman 438, huruf b menyatakan sebagai 

berikut: 

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A 

menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam 

kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah 

keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A 

tentang kasus yang diperkarakan … Oleh karena itu, C dapat 

mengajukan exceptio in persona dengan alsan pihak yang ditarik 

sebagai tergugat keliru.” 

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas 

Penggugat telah keliru menarik dan mendudukkan Turut Tergugat 

II sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh sebab itu, cukup 

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima. 

(3.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari 

Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai berikut: 

1. Mengenai eksepsi daluwarsa: 

(3.1.4) Menimbang bahwa eksepsi ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut 

sehingga sudah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi sudah 

selayaknya untuk ditolak; 

2. Mengenai eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat 

Majelis Jemaat/Pengurus Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik 

Bunga Bakung Jalan Jahe Nomor 2 Norowangsan RT 002 RW 013, 

Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan PT 

Nasmoco Bengawan Solo selaku pihak penjual yang berhubungan 

langsung dengan Turut Tergugat I selaku pihak pembeli dalam hal 

transaksi jual beli atas 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type W101RE-

LBVFJ 1.5 Q CVT, dengan nomor Rangka MHFAB1BY4N0044540, 

Nomor Mesin 2NRX952820, dan sebagai pihak yang menerbitkan dan 

memasukkan data-data Tergugat pada SPK Nomor: 2070-2201160 

tertanggal 13 Oktober 2022, yang dalam hal ini merupakan dasar 
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diterbitkannya Faktur Kendaraan Bermotor Nomor LEF/00176/AB1B/2022 

tertanggal 1 Desember 2022 

(3.1.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut 

Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis 

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 

(3.1.6) Menimbang bahwa mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis 

consortium),   Majelis Hakim berpendapat  bahwa adalah hak dari Penggugat 

untuk menentukan ruang lingkup gugatan dan para pihak yang dipandang 

relevan untuk digugat; 

(3.1.7) Menimbang bahwa selain dari pada itu eksepsi Tergugat juga sudah 

memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga dengan 

demikian eksepsi ini sudah selayaknya juga harus ditolak; 

3. Mengenai eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak 

memenuhi syarat formil; 

(3.1.8) Menimbang bahwa  surat kuasa pada umumnya telah diatur dalam 

Bab XVI, Buku III KUH Perdata Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819, 

sedangkan secara khusus telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu 

sebagaimana dalam Pasal 123 HIR. Surat kuasa atau pemberian kuasa 

sebagaimana dalam Pasal 1792 memberikan pengertian yakni: “Pemberian 

kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan.” 

(3.1.9) Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dalam praktik peradilan, 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa pedoman melalui SEMA 

Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 

1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012; 

(3.1.10) Menimbang bahwa berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung tersebut, maka surat kuasa khusus yang 

dipergunakan di Pengadilan setidak-tidaknya harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  
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­ Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di 

pengadilan;  

­ Menyebut kompetensi relatif;  

­ Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan  

­ Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang 

diperkarakan;  

(3.1.11) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa 

dari Penggugat kepada kuasanya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana 

dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu menyebutkan dengan jelas dan 

spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi 

relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara 

ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;  

(3.1.12) Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi ini sudah selayaknya 

untuk ditolak; 

4. Eksepsi mengenai Penggugat keliru menarik dan mendudukkan Turut 

Tergugat II sebagai pihak; 

(3.1.13) Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini menurut Majelis Hakim 

sudah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian sehingga 

sudah layaknya eksepsi ini untuk ditolak; 

(3.1.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas sudah selayaknya seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut 

Tergugat II untuk ditolak; 

(3.2) DALAM POKOK PERKARA 

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana tersebut di atas; 

(3.2.2) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok 

gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai 

formulasi gugatan dari Penggugat; 

(3.2.3) Menimbang bahwa sebuah gugatan dianggap memenuhi syarat formil 

bila dalilnya terang dan jelas atau tegas, karena jika memperhatikan 

ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 Herziene Inlandsch 
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Reglement (HIR) tidak terdapat penegasan tentang rumusan jelas dan 

terang; 

(3.2.4) Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk menyatakan 

gugatan jelas dan terang atau tidak kabur (obscuur libel) menggunakan 

pedoman Pasal 8 Reglement op de Rechtvordering (R.V) yang mendasarkan 

pada asas proses doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yaitu gugatan 

harus memuat tentang identitas para pihak, dalil-dalil gugatan (posita), dan 

tuntutan (petitum), sehingga apabila surat gugatan Penggugat sehingga 

apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) 

akan menjadikan kabur; 

(3.2.5) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang di 

antaranya: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam 

bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud 

maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima 

karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.” dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 September 1983 Nomor 19 

K/Sip/1983, yang diantaranya: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan 

ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex 

factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”; 

(3.2.6) Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim dengan 

mempertimbangkan dan mempelajari gugatan pada posita nomor 1 sampai 

dengan posita 8  Penggugat mendalilkan mendalilkan urutan ahli waris dari 

Pak Markus Bambang kemudian pada posita 27 sampai dengan posita 30 

mendalilkan mengenai harta/boedel warisan dari almarhum Bapak markus 

Bambang namun kemudian dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan 

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam posita 

dan petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan  perincian ganti 

kerugian sebagaimana dalam surat gugatan yang akan berakibat pula 

terhadap petitum yang dimohonkan pun menjadi tidak jelas sehingga 

gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi 
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syarat formil suatu gugatan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat 

diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard); 

(3.2.7) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi 

syarat formil sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih 

lanjut mengenai pokok perkaranya dan gugatan Penggugat harus dinyatakan 

tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard); 

(3.2.8) Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara; 

(3.2.9) Memperhatikan Pasal 8 Rv,  Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan perkara ini; 

 

4. M E N G A D I L I:  

(4.1)  DALAM EKSEPSI: 

­ Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II  untuk seluruhnya; 

(4.2) DALAM POKOK PERKARA: 

­ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Onvantkelijk Verklaard); 

­ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp1.199.500,00 (satu juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu 

lima ratus rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober  2025, oleh kami, 

Nurhayati Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,  Sri Peni Yudawati, S.H., 

M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. 

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 

hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh 

para Hakim Anggota  tersebut, Sri Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti, 

dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut 

Tergugat VI,   Turut  Tergugat  VII   tanpa  dihadiri  Turut  Tergugat  III,  Turut  
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Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan telah dikirim secara elektronik melalui 

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. 

 

       Hakim Anggota,     Hakim Ketua, 

                                 

           Ttd                                                                                        Ttd 

                                        

Sri Peni Yudawati, S.H., M.H.                                     Nurhayati Nasution, S.H., M.H.               

  

   Ttd   

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti, 

Ttd 

Sri Mulyanto, S.H. 

 

Perincian biaya:         

1. Biaya Pendaftaran ......................  

2. Biaya Proses  ..............................  

: 

: 

Rp       30.000,00; 

Rp     150.000,00; 

3. Biaya Panggilan  .........................  : Rp     437.000,00; 

4. Biaya Pemeriksaan Setempat 

5. Biaya Penggandaan.................... 

: Rp     510.000,00; 

Rp       52.500,00; 

6. Meterai  ........................................  : Rp      10.000,00; 

7. Redaksi  .......................................  : Rp       10.000,00; +      

Jumlah : Rp  1.199.500,00; 

            (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) 

 

 

 

    

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta
Panitera Tingkat Pertama 
Sutanto S.H., M.H. - 197301311992031002
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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